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HAK-HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN  

(Studi kasus di Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari  

Kabupaten Purbalingga) 

 
ABSTRAK 

 

Hutari Trinurcahyani 

NIM. 1522302056 

 

Jurusan Hukum Keluarga Islam, 

 Program Studi Hukum Keluarga Islam  

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto 
 

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan 

sacral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunah Rasulullah dan 

dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab dan mengikuti ketentuan-

ketentuan hukum yang harus diindahkan. Dalam pernikahan, seorang suami 

mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah baik untuk istri maupun anak. 

Nafkah yang diberikan oleh suami akan berlanjut hingga jatuhnya talak. Nafkah 

yang menjadi kewajiban suami setelah jatuhnya talak berupa nafkah Mut’ah , 

nafkah idah, melunaskan mas kawin, dan nafkah hadanah. Di Desa Metenggeng 

banyak janda yang tidak terpenuhi hak-haknya pasca perceraian. Sehingga 

penelitian ini ingin mengetahui hak-hak apa saja yang dilalaikan pasca perceraian 

di Desa Metenggeng dan bagaimana pandangan hukum Islam mengenai hak-hak 

pasca perceraian. 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) dengan 

lokasi penelitian di Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari Kabupaten 

Purbalingga. Penelitian ini bersifat induktif dengan data kualitatif yang dianalisis 

dengan pendekatan deskriptif. Adapun langkah-langkah pengumpulan data yaitu 

dengan menggunakan metode observasi, dokumentasi dan wawancara kepada 5 

orang responden. Sedangkan langkah-langkah analisis data berupa reduksi data, 

display data, dan verifikasi data. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak-hak pasca perceraian berupa 

Mut’ah  tidak sepenuhnya diterima oleh responden (janda), hanya ada satu 

responden yang mendapatkan nafkah Mut’ah . Selain itu hak perceraian berupa 

nafkah idah dan nafkah hadanah tidak diterima oleh kelima responden. Faktor 

yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak pasca perceraian yaitu karena 

faktor ekonomi dan tanggung jawab. Berdasarkan hukum Islam hak-hak istri 

pasca perceraian yang wajib diberikan adalah nafkah idah dan nafkah hadanah 

sebagaimana yang terdapat pada Q.S. al-Talaq ayat 1. Sedangkan untuk nafkah 

Mut’ah  diwajibkan bagi istri yang ditalak dalam keadaan qobla al dukhul. Namun 

pada kenyataannya banyak janda yang berada didesa Metenggeng tidak 

mendapatkan hak-hak pasca perceraian. 

 

Kata kunci: perceraian, hak-hak istri, nafkah. 
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MOTTO 

“Kedewasaan tak datang dengan bertambahnya usia.  

Kedewasaan bermula dengan bersikap menerima tanggung jawab” 
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PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN 

 

 
Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 

September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian 

menjadi berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Za Z Zet ز



 

x 

 

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain …. ‘…. koma terbalik keatas‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ؼ

 Qaf Q Ki ؽ

 Kaf K Ka ؾ

 Lam L El ؿ

 Mim M Em ـ

    

 Nun N En ف

 Wawu W We ك

 Ha H Ha ق
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 Hamzah ' Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

2. Vokal 

a) Vokal tunggal (monoftong) 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

  َ  Fatḥah A A 

  َ  Kasrah I I 

  َ  D}amah U U 

 

Contoh:  

 Wa Ja’ala : كَجَعَلََ

 Z>>|>>alika : ذَلِكََ

 Fuqara : فػُقَرََ

b) Vokal rangkap (diftong)  

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 
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Tanda dan 

Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 

َََ   ي  Fatḥah dan ya Ai a dan i 

َََ   ك  Fatḥah dan 

wawu 

Au a dan u 

Contoh: 

نَكُمَْ  Bainakum : بػَيػْ

 Walau h}aras}tum : كَلَوْحَرَصْتُم

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Tanda dan Huruf Nama 
Huruf dan 

Tanda 
Nama 

َََ  .… ا  
Fatḥah dan alif A> a dan garis di 

atas 

ََِ  .… ي  
Kasrah dan ya I> i dan garis di 

atas 

ََُ .… ك  
D}amah dan 

wawu 

>U u dan garis di 

atas 

Contoh:  

 Ka<na : كَافََعَلِيْمًا

 Yuri<da : يرُيِْدََ
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4. Ta Marbūṭah 

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua: 

a) Ta  marbūṭah hidup 

Ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan ḥarakatfatḥah, kasrah 

dan ḍammah, transliterasinya adalah /t/. 

b) Ta marbūṭah mati 

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat ḥarakat sukun, 

transliterasinya adalah /h/. 

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamarbūṭah diikuti oleh 

kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu 

terpisah maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan  dengan ha (h). 

Contoh: 

 Warah{matan : كَرَحْمَةًَ

ةَِكَالْمُعَلَّقََ  : Kalmu’allaqati 

5. Syaddah (tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda 

syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan 

huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

 Fainna : فاَِفََّ

 Tuwaffiqi : تػُوَقِّفَِ
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6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 

yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata 

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti 

huruf qamariyyah. 

a) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsyiyyah, kata sandang yang 

diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, 

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang 

langsung mengikuti kata sandang itu. 

b) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah, ditransliterasikan sesuai 

dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.  

Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda 

sambung atau hubung. 

Contoh: 

 Bainannisa<a : بػَيْنََالنِّسَاءََ

 Al ayama : الْْيََمَى

7. Hamzah 

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. 

Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak 

di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: 

Hamzah di awal : هَا  (Ilaiha) اِليَػْ

Hamzah di tengah : ََّفاَِف (Fainna) 

Hamzah di akhir : ََالنِّسَاء (An-nisa>a) 
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8. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. 

Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah 

lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan 

maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; 

bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih 

penulisan kata ini dengan perkata. 

Contoh: 

 wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn : كافَاللهَلهوَخيرالرازقين

 fa aufū al-kaila waal-mīzan : فاكفواَالكيلَكالميزاف

 

9. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital 

digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal 

kata sandang. 

Contoh:  

 Wa mā Muḥammadun illā rasūl :   كمامحدَالَْرسوَؿ 

 Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn :  كلقدَراهَبالْفقَالمبين
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur 

dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan 

dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuan-

ketentuan hukum yang harus diindahkan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 

tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir 

batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan 

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
1 

Pernikahan merupakan sunnah nabi Muhammad SAW. Sunnah dalam 

pengertian mencontoh tindak laku nabi Muhammad SAW. Perkawinan 

diisyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah 

menuju kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat, dibawah naungan cinta 

kasih dan rida Allah SWT, dan hal ini telah diisyaratkan dari sejak dahulu, dan 

sudah banyak sekali dijelaskan di dalam al-Qur‟an:
2 

Tujuan pernikahan, sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam surat
 

Ar-Ruum ayat 21. 

                                                     
1
 Wahyu Wibisana, Pernikahan dalam Islam, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim 

Vol. 14 No. 2, 2016, hlm. 185. 
2
 Wahyu Wibisana, Pernikahan dalam Islam, …,  hlm. 185. 
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                     

                      

     
 

“Dan diantara tanda-tanda kekuasan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu pasangan hidup dari  jenismu sendiri, supaya  kamu 

cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya 

diantaramu rasa kasihsayang (mawaddah warah}mah). 
  

Sesungguhnya pada yang  demikian  itu  menjadi  tanda-tanda 

kebesaran-Nya  bagi  orang-orang  yang  berfikir”.Mawaddah warah}mah

 adalah anugerah Allah yang diberikan kepada manusia, ketika manusia 

melakukan pernikahan. Dalam pernikahan, seorang suami mempunyai 

kewajiban untuk memberi nafkah baik untuk istri maupun anak. 

Perbincangan mengenai nafkah atau kewajiban yang bersifat 

materi, dalam berbagai kajian fikih biasanya dibahas dalam kajian fikih 

keluarga. Secara  etimologi, nafkah berasal  dari  bahasa  Arab  yakni  

anfaqa-yunfiqu-infaqan. Dalam  kamus Arab-Indonesia, secara etimologi  

diartikan dengan pembelanjaan. Adapun dalam tata bahasa Indonesia kata 

nafkah secara resmi sudah dipakai dengan arti pengeluaran. 

Dalam  buku  syariat  Islam,  kata  nafkah  mempunyai  makna  

segala biaya hidup merupakan hak isteri dan anak-anak dalam hal 

makanan, pakaian dan tempat kediaman serta beberapa kebutuhan pokok 

lainnya, bahkan sekalipun si isteri itu seorang wanita yang kaya.
3
 

                                                     
3
 Abdurrahman, Perkawinan dalam Syari’at Islam, cet. i, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 

hlm. 121 
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Dari pengertian tersebut nafkah merupakan kewajiban seseorang 

untuk mengeluarkan nafkah kepada siapa yang berhak menerimanya, 

seperti suami berhak untuk memberi nafkah kepada isterinya, anak-

anaknya bahkan nafkah yang utama yang diberi itu bertujuan untuk 

memenuhi kebutuhan pokok kehidupan, yakni makanan, pakaian dan 

tempat tinggal. Kewajiban memberi nafkah tersebut diberikan menurut 

kesanggupannya, hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan 

kemampuan agar selaras dengan keadaan dan standar kehidupan mereka. 

Begitu pula terhadap kaum kerabat yang miskin, dan anak-anak terlantar.
4
 

Sebuah keluarga sampai pada taraf atau tingkat tertentu wajib 

memberikan nafkah oleh yang bertanggung jawab terhadap keluarga itu. 

Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Hanafi yang 

bahwa: “setiap keluarga sampai pada derajat atau tingkat tertentu berhak 

untuk dinafkahi, seandainya dia masih kanak-kanak dan miskin, lemah atau 

buta dan melarat.
5
 

Perceraian menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 adalah 

“Putusnya perkawinan”. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan 

adalah menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah “Ikatan lahir batin 

antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri 

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan 

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi, perceraian adalah 

putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan 

                                                     
4
 Syamsudin Bahri, Konsep Nafkah dalam Hukum Islam kanun: Jurnal Ilmu Hukum No. 

66, Tahun XVII (Agustus 2015), ISSN: 0854-5499,  hlm. 382. 
5 Abdurrahman, Perkawinan dalam Syari’at Islam, cet. i, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 

hlm. 121 
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berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri 

tersebut.
6
 

Latar belakang dan tujuan perceraian dapat dipahami bahwa dalam 

melaksanakan kehidupan suami istri tentu saja tidak selamanya berada 

dalam situasi yang damai dan tenteram, tetapi kadang-kadang terjadi juga 

salah paham antara suami istri atau salah satu pihak melalaikan 

kewajibannya, tidak percaya-mempercayai satu sama lain dan lain 

sebagainya. Dalam keadaan timbul ketegangan ini, kadang-kadang dapat 

diatasi, sehingga antara kedua belah pihak menjadi baik kembali, tetapi 

adakalanya kesalahpahaman itu menjadi berlarut, tidak dapat didamaikan 

dan terus-menerus terjadi pertengkaran antara suami istri tersebut. 

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban 

mantan suami/istri menurut Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 ialah 

Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan 

biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas 

istri. Ketentuan normatif dalam Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 ini 

mempunyai kaitan dengan Pasal 11 UU No. 1974 yang memuat ketentuan 

normatif bahwa seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka 

waktu tunggu, yang kemudian pasal ini telah dijabarkan dalam Pasal 39 PP 

No. 9 Tahun 1975 yang memuat ketentuan imperatif bahwa bagi seorang 

janda yang perkawinannya putus karena perceraian, maka waktu tunggu 

bagi janda yang masih datang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan 

sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak datang 

                                                     

 
6
 Muhammad Syaifudin , dkk. Hukum Perceraian, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016),hlm.18. 
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bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari. Apabila perkawinan putus, 

sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan 

sampai ia melahirkan.
7
 

Kewajiban suami yang telah menjatuhkan talak terhadap istrinya, 

menurut penjelasan Mohd. Idris Ramulyo, Mahmud Yunus dan juga Sajuti 

Thalib, sebagai berikut: (1) Memberi Mut’ah  (memberikan untuk 

menggembirakan hati) kepada bekas istri. Suami yang menjatuhkan talak 

kepada istrinya hendaklah memberikan Mut’ah  pada bekas istrinya itu. 

Mut’ah  itu boleh berupa pakaian, barang-barang atau uang sesuai dengan 

keadaan dan kedudukan suami. (2) Memberi nafkah, pakaian dan tempat 

kediaman untuk istri yang ditalak itu selama ia masih dalam keadaan idah. 

Apabila habis masa idah-nya, maka habislah kewajiban memberi 

nafkahnya, pakaian dan tempat kediaman. (3) Membayar atau melunaskan 

mas kawin. Apabila suami menjatuhkan talak kepada istrinya, maka 

wajiblah membayarkan atau melunaskan mas kawin, itu sama sekali. (4) 

Membayar nafkah untuk anak-anaknya, suami yang menjatuhkan talak 

kepada istrinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja 

untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu, sekadar 

yang patut menurut kedudukan suami.
8
 

Di Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari Kabupaten 

Purbalingga terdapat suami yang masih melalaikan kewajibannya dengan 

tidak memberikan nafkah pasca perceraian. Sedangkan dalam Kompilasi 

Hukum Islam suami mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada 

                                                     

 
7
Syaifuddin, Muhammad, dkk.,Hukum Perceraian, …, hlm. 75.

 

8
 Syaifuddin, Muhammad, dkk.,Hukum Perceraian, …, hlm. 94. 
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istri sebagaimana disebutkan diatas. Dipilihnya Desa Metenggeng sebagai 

lokasi penelitian dikarenakan di desa tersebut banyak janda cerai yang 

tidak dipenuhi hak-hak pasca perceraiannya. Dari observasi pendahuluan 

penulis di lokasi penelitian telah dilaksanakan wawancara semi terstruktur 

kepada 5 (lima) responden. Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian 

ini akan meneliti mengenai “hak-hak istri yang terlalaikan pasca perceraian 

(Studi kasus di Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari Kabupaten 

Purbalingga)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalahnya 

adalah sebagai berikut: 

1. Apa saja hak-hak istri pasca perceraian di Desa Metenggeng Kec. 

Bojongsari Kab. Purbalingga? 

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap hak-hak istri pasca 

perceraian? 

 

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dicantumkan diatas, 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) bagaimana hak-hak istri pasca 

perceraian di Desa Metenggeng Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga, dan (2) 

bagaimana pandangan hukum Islam terhadap hak-hak istri pasca perceraian. 
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Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Secara Teoritis 

Sebagai bahan pelengkap dan penyempurnaan bagi studi 

selanjutnya, khususnya mengenai hak-hak istri yang dilalaikan suami 

pasca perceraian. 

2. Secara Praktis 

Penelitian ini dapat menjadi saran dan perbaikan kebijakan bagi 

yang berwenang. 

 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka ini untuk menghindari kesamaan dan untuk 

menghindari plagiasi dengan penelitian lain yang sejenis dan akan nampak 

kebaharuan dari skripsi ini. Hasil dari penelusuran pustaka-pustaka tersebut 

antara lain: 

Skripisi dari Okta Vinna Abri Yanti yang berjudul “Hak Nafkah Istri 

dan Anak Yang Dilalaikan Suami Perspektif Kompilasi Hukum Islam Di Desa 

Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo” dari Jurusan Hukum Keluarga/Al-

Ah}wal Al-Syakhs{iyyah Fakultas Syariah dan Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Metro yang dilakukan pada tahun 2017. Hasil penelitian ini 

menyimpulkan bahwa dalam tinjauan Kompilasi Hukum Islam pasal 80 suami 

dengan penghasilannya harus menanggung: a. nafkah, kiswah dan kediaman 

bagi istri, b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi 

istri dan anak, c. biaya bagi pendidikan anak. Sedangkan di Desa Purwodadi 

13A suami tidak memberikan nafkah keluarga dengan alasan karena faktor 

keluarga, istri tidak menghargai kerja keras suami, istri selalu mengeluh tidak 
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bersyukur dan istri masih main-main atau foya-foya hasil dari suami, istri 

dalam agama ibadahnya kurang. Persamaan penelitian Okta Vinna dengan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama meneliti mengenai 

hak nafkah istri yang dilalaikan suami.
9
Sedangkan perbedaan penelitian Okta 

Vinna dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu bahwa penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti meneliti tentang hak nafkah istri yang dilalaikan 

pasca perceraian. Sedangkan penelitian Okta Vinna meneliti tentang hak 

nafkah istri yang dilalaikan pasca pernikahan atas harta pasca cerai belum 

memberikan keadilan gender yang memberikan kemaslahatan bagi istri setelah 

perceraian. Tidak diberikannya hak-hak istri atas harta pasca perceraian dalam 

perkara cerai talak yang diputus secara Verstek, dan dalam perkara cerai yang 

diajukan istri ini berakibat memiskinkan pihak perempuan, baik di bidang 

ekonomi maupun sosial. Persamaan penelitian Najicah dengan peneliti yang 

dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama meneliti tentang hak istri pasca 

cerai.
10 

Sedangkan perbedaan penelitian Najicah dengan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti yaitu bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

meneliti tentang hak istri atas nafkah suami. Sedangkan penelitian Najicah 

meneliti tentang hak istri atas harta.  

Tesis dari Jamiliya Susantin yang berjudul “Implementasi Pemenuhan 

Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan Karena Perceraian di Pengadilan 

                                                     
9
 Okta Vinna Abri Yanti, Hak Nafkah Istri dan Anak yang dilalaikan Suami dalam 

Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Purwodadi 13A, Kecamatan Trimurjo 
Kabupaten Lampung Tengah),Skripsi, (Lampung: Jurusan Hukum Keluarga/Al-Ah}wal Al-
Syakhs{iyyah Fakultas Syari‟ah Universitas Islam Negeri Metro Lampung, 2017), hlm. vi. 

10
 Najichah, Hak Istri atas Harta Pasca Cerai (Kajian Peraturan Perundang-undangan dan 

Produk Hukum Peradilan Agama Kota Yogyakarta),Tesis, (Yogyakarta: Program Studi Hukum 
Islam Konsentrasi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017), hlm. vii.  
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Agama Sumenep-Madura” dari program Magister Al-Ah}wal Al-Syakhs{iyyah 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2014. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa implementasi pemenuhan nafkah anak pasca 

putusnya perkawinan karena perceraian di PA Sumenep-Madura dapat dikatakan 

tidak sepenuhnya mencapai sasaran. Dalam hal ini dianalisa dengan 

menggunakan teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soerkanto. Kemudian 

upaya dan solusi yang dilakukan hakim ialah dalam menentukan besar kecilnya 

nafkah menggunakan asas kepatutan dan kemampuan dalam memberikan 

hukuman pada ayah, meminta nafkah anak sebelum pembacaan ikrar talak 

yang tidak dipenuhi sebelumnya bersamaan dengan nafkah idah istri, 

memberikan saran kepada pihak istri saat akhir persidangan kalau misalnya 

mantan suami tidak melaksanakan kewajibannya pasca putusan untuk 

melaporkan kembali, solusi yang ditawarkan sebagai efek jera yaitu eksekusi 

dengan syarat mendapatkan laporan terlebih dahulu dari pihak yang 

dirugikan.
11

 

Persamaan penelitian Jamiliya Susantin dengan peneliti yang 

dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama meneliti tentang nafkah pasca 

perceraian. Sedangkan perbedaan penelitian Jamiliya Susantin dengan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu bahwa penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti meneliti tentang nafkah istri pasca perceraian. Sedangkan 

penelitian Jamiliya Susantin meneliti tentang nafkah anak pasca perceraian. 

 
 

                                                     
11

 Jamiliya Susantin, Implementasi Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan 

Karena Perceraian di Pengadilan Agama Sumenep-Madura, Tesis,(Malang: program Magister Al-
Ah}wal Al-Syakhs{iyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014), hlm. 
xvii. 
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E. Sistematika Penulisan 

Bahasan-bahasan dalam penelitian ini dituangkan ke dalam lima bab. 

Adapun pemaparan dari kelima bab tersebut adalah sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan, pada bab ini akan memuat tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan 

sistematika kepenulisan. 

BAB II Tentang Hak-hak Istri Pasca Perceraian, pada bab ini akan di 

bahas tentang hak-hak istri. 

BAB III Metode Penelitian, pada bab ini akan di bahas tentang jenis 

penelitian, sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik 

analisis data. 

BAB IV Tentang Penyajian danAnalisis data mengenai hak-hak istri 

yang dilalaikan pasca perceraian di Desa Metenggeng, Kecamatan Bojongsari, 

Kabupaten Purbalingga. 

BAB V Penutup, berisi kesimpulan yang mana dalam kesimpulan 

tersebut terdapat jawaban untuk menjawab rumusan masalah yang ada, dan 

saran-saran. 



 

 

  11 
 

BAB II 

HAK-HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN 

 

A. Perceraian 

1. Pengertian Perceraian 

a. Menurut Hukum Islam 

Perceraian atau talak dalam bahasa Arab berasal dari kata 

‚it}laq‛ yang berarti melepas ikatan atau meninggalkan. Menurut istilah 

syara‟ yaitu suatu istilah yang digunakan dalam melepas tali 

perkawinan atau mengakhiri hubungan suami istri. Al-Jaziry 

mendefinisikan talak sebagai sesuatu yang menghilangkan ikatan 

pernikahan atau mengurangi ikatan pernikahan dengan menggunakan 

kata-kata tertentu
1
 Jadi dapat disimpulkan bahwa talak adalah 

melepaskan ikatan pernikahan dengan mengucapkan kata-kata tertentu. 

Latar belakang dan tujuan perceraian dapat dipahami dari 

penjelasan Soemiyati bahwa perceraian walaupun diperbolehkan, 

tetapi agama Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah sesuatu 

yang bertentangan dengan asas-asas Hukum Islam sebagaimana 

ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang 

diriwayatkan oleh Abu Daud, yaitu:Halal yang paling dibenci oleh 

Allah ialah perceraian. 

                                                     

 
1
 Abdul Rahman Ghozali, Fikih Munakahat (Jakarta : Kencana, 2003), hlm. 192.
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Bagi orang yang melakukan perceraian tanpa alasan, Nabi 

Muhammad SAW berkata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nasa’i, 

yaitu: 

 

 

 

 

Mahmud Ibn Labid ra berkata : Rasullah S.A.W pernah diberi 

pertanyaa tentang seseorang yang mencerai istrinya tiga talak 

dengan sekali ucapan. Beliau berdiri amat marah dan 

bersabda : “Apakah ia mempermainkan kitab Allah padahal 

aku masih berada di antara kamu?”. Sampai seseorang berdiri 

dan dan berkata : Wahai Rasulullah, apakah aku harus 

membunuhnya. 
 

Berdasarkan kedua hadis tersebut, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa  perceraian itu walaupun diperbolehkan oleh agama, tetapi 

pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan 

merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri, apabila 

cara lain yang telah diusahakan sebelumnya tetap tidak dapat 

mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga suami istri 

tersebut. 

Bahwa menegaskan Thalib Muhammad Sebaliknya, 

perceraian yang dilakukan secara wajar adalah perbuatan yang 

tidak terlarang menurut pandangan agama Islam.
3
 Oleh karena itu, 

Allah tidak menjadikannya sebagai perbuatan yang dibenci. 

                                                     
3
 Abi Daud Sulaiman, Terjemahan Kitab Sunan Abi Daud, (Beirut : Dar al-Kutub al 

Ilmiyah, 1996), hlm. 
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Kualitas hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh 

Ibnu Majah, dari Abdullah bin Umar, yang artinya “Perbuatan halal 

yang dibenci oleh Allah adalah perceraian”, menurut ahli hadis 

dikatakan hadis matruk karena  dalam  sanadnya  terdapat  seorang  

rawi  yang  bernama Ubaydillah bin Walid al-Washafi , ia oleh 

ulama hadis ditinggalkan hadis-hadisnya. Oleh karena hadis 

tersebut dipandang lemah oleh ahli hadis, maka dengan sendirinya 

apa yang termuat dalam hadis tersebut tidak dapat dipakai. Selain 

itu, dalam Al-Qur‟an Surah Al Baqarah (2) ayat 229, Allah telah 

menyatakan:   

                      

                   

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk 

lagi dengan cara yang ma´ruf atau menceraikan dengan cara 

yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu 

dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau 

keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-

hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami 

isteri ) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka 

tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan 

oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah yang hukum-hukum 

Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. 

 

Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka 

itulah orang-orang yang zalim. 

Dalam Al-Qur‟an Surah Ar-Ruum ayat 21 Allah berfirman: 
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                       

                            

 

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 

menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, 

supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan 

dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. 
 

Ayat tersebut mengungkapkan tujuan dasar setiap 

pembentukan rumah tangga, yaitu di sampinguntuk mendapat 

nketurunan yang saleh, adalah untuk dapat hidup tenteram, adanya  

suasana  sakinah  yang  disertai  rasa  kasih  sayang.  Ikatan  

pertama pembentukan  rumah  tangga  telah  dipatri  oleh  ijab  

kabul  sangat mudah untuk diucapkan oleh calon suami dan wali 

calon istri. Ijab kabul seperti ini oleh Rasulullah disebut sebagai 

Khafifata<ni fi< al-Lisa<n Saqi<lata<ni fi< al-Mi<za<n (ringan untuk diucapkan 

oleh lidah, tetapi berat pada timbangan). Artinya, bahwa ucapan 

ijab dan kabul sungguh gampang diucapkan, namun berat dalam 

pelaksanaannya, karena memerlukan perhatian yang serius dan 

terus-menerus Suami  istri  dalam ajaran  islam  tidak  boleh  

terlalu cepat mangambil keputusan bercerai, karena benang kusut  

itu sangat mungkin disusun kembali. Walaupun dalam ajaran islam 

ada jalan penyelesaian terakhir yaitu perceraian, namun perceraian 

adalah suatu hal yang meskipun boleh dilakukan tetapi dibenci oleh 

Nabi. Setiap ada sahabat datang kepadanya yang ingin bercerai 
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dengan istrinya, Rasulullah selalu menunjukkan rasa tidak senangnya 

seraya berkata: Abgad}ul hala<li ilallahi at-t}ala<q (hal yang halal tapi 

sangat dibenci oleh Allah adalah perceraian). Untuk mencapai 

perdamaian antara suami istri bilamana tidak dapat diselesaikan oleh 

mereka, maka Islam mengajarkan agar diselesaikan melalui hakam, 

yaitu dengan mengutus satu orang yang dipercaya dari pihak laki-laki 

dan satu orang pihak perempuan guna berunding sejauh mungkin 

untuk didamaikan. Dalam Al-Qur‟an Surah An-Nisa< ayat 35 Allah 

                     

                         

    

 
Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara 

keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-

laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua 

orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya 

Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya 

Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. 
 

 

b. Menurut Undang-Undang
4
 

 

Perceraian menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 adalah 

“Putusnya perkawinan”. Adapun yang dimaksud dengan 

perkawinan adalah menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah 

“Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang 

perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan 

                                                     
4
 Effendi, Satria, dkk.,Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Jakarta 

Timur:Prenada Media, 2004), hlm. 96. 
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Yang Maha Esa”. Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir 

batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya 

hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut.
5
 

Pengertian perceraian dapat dijelaskan dari beberapa 

perspektif hukum berikut. 

a. Perceraian menurut hukum Islam yang telah dipositifkan dalam 

Pasal 117 Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum 

Islamyang artinya Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang 

Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya 

perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

129, 130 dan 131. Dalam Pasal 118 Talak raj’i adalah talak 

kesatu atau kedua, di mana suami berhak rujuk selama istri 

dalam masa idah. 

Perceraian menurut hukum agama selain hukum Islam, 

yang telah pula dipositifkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan 

dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, yaitu perceraian yang 

gugatan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri 

kepada Pengadilan Negeri, yang dianggap terjadi beserta segala 

akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftrannya pada daftar 

pencatatan oleh Pegawai Pencatat di Kantor Catatan Sipil (vide 

Pasal 20 dan Pasal 34 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975. 

 

 
                                                     

5 Tim Penyusun Al-Qur‟an Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur’an dan 
Terjemahnya (Jakarta: Serajaya Santra, 1987), hlm. 123. 
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2. Asas-Asas Hukum Perceraian 

Asas hukum perceraian adalah sebagai berikut: 

a. Refleksi dari kandungan nilai-nilai moral dan tuntutan etis dalam 

semangat kebenaran dan keadilan yang mengkarakterisasi hukum 

itu hidup, tumbuh dan berkembang dalam ranah kemasyarakatan. 

b. Dasar dan tumpuan yang luas, abstrak dan umum, tetapi esensial 

bagi aturan hukum positif untuk mengatur perbuatan atau peristiwa 

hukum secara konkret. 

c. Alasan-alasan pembenar hukum yang rasional (ratio legis) bagi 

bentuk, isi, sifat dan tujuan norma-norma dalam aturan hukum 

positif yang diterapkan dalam praktik. 

 
UU No. 1 Tahun 1974 memuat asas-asas hukum perkawinan, 

tetapi asas-asas tersebut dapat ditemukan dan dikembangkan beberapa 

asas hukum perceraian berikut: 

a. Asas Mempersukar Proses Hukum Perceraian 

 

Asas mempersukar proses hukum perceraian terkandung 

dalam Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang mengharuskan 

hakim di depan sidang pengadilan untuk mendamaikan suami dan 

istri, sehingga menandakan bahwa undang-undang ini pun 

memandang suatu perkawinan sebaiknya harus tetap 

dipertahankan. Rasio hukum dari pasal ini ialah bahwa mungkin 

saja telah ada alasan-alasan hukum perceraian, tetapi dengan 

adanya perdamaian ini, sudah disetujui oleh suami atau istri, 
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sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sebagai alasan hukum 

perceraian.
6
 

Sifat mempersukar proses hukum perceraian dalam alasan-

alasan hukum perceraian juga diperkuat dengan keharusan hakim 

di depan sidang pengadilan untuk memeriksa kebenaran dari 

alasan-alasan hukum perceraian tersebut, sehingga tidak cukup 

hanya bersandar pada adanya pengakuan belaka dari pihak yang 

dituduh melakukan kesalahan. 

b. Asas Kepastian Pranata dan Kelembagaan Hukum Perceraian 

 

Asas kepastian pranata dan kelembagaan hukum perceraian 

mengandung arti asas hukum dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang 

meletakkan peraturan perundang-undangan sebagai pranata hukum 

dan pengadilan sebagai lembaga hukum yang dilibatkan dalam 

proses hukum perceraian. 

Peraturan perundang-undangan yang diletakkan sebagai 

wujud dari asas kepastian hukum menempati kedudukan sangat 

sentral dalam sistem hukum semua negara di dunia, tidak 

terkecuali negara-negara common law system. Pentingnya 

kedudukan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum 

suatu negara biasa dikaitkan dengan pandangan legal positivism. 

Harris, salah satu pendukung pandangan ini, mengemukakan teori 

the rule- systematizing logic of legal scienceyang memuat empat 

                                                     
6
 Syaifuddin, Muhammad, dkk.,Hukum Perceraian, …, hlm. 38. 
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asas atau prinsip, yaitu exclusion, subsumption, derogation dan 

non-contradiction. Salah satu asas dalam teori tersebut, yaitu asas 

exclusion, bertujuan menjawab isu tentang identifikasi sistem 

hukum. Dalam konteks Indonesia, kaidah yang sama juga berlaku. 

Kaidah demikian, semakin diperkuat eksistensinya dengan adanya 

pengakuan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 bahwa 

negara Indonesia adalah negara hukum. 

c. Asas Perlindungan Hukum yang Seimbang Selama dan Setelah 

Proses Hukum Perceraian 

 
Asas perlindungan hukum yang seimbang selama dan 

setelah proses hukum perceraian diciptakan sehubungan dengan 

tujuan hukum UU No. 1 Tahun 1974 untuk melindungi istri dari 

kesewenang-wenangan suami dan mengangkat marwah (harkat dan 

martabat kemanusiaan) istri sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang 

Maha Kuasa, sehingga sederajat dengan suami. Sebaliknya, tujuan 

hukum UU No. 1 Tahun 1974 juga untuk melindungi suami dari 

kesewenang-wenangan istri yang berakibat menurunnya marwah 

(harkat dan martabat kemanusiaan) suami. Jadi, yang dilindungi 

secara seimbang oleh UU No. 1 Tahun 1974 adalah pihak yang 

lemah baik istri maupun suami yang menderita akibat kesewenang-

wenangan sebagai wujud kekerasan dalam rumah tangga  
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3. Sumber-Sumber Hukum Perceraian 

Hukum Islam adalah satu di antara beberapa hukum agama yang 

menjadi sumber hukum perceraian yang diakui keberlakuan hukumnya 

oleh Pasal 37 dan pasal-pasal lainnya yang relevan dalam UU No. 1 

Tahun 1974 yang merupakan hukum nasional, sehingga dapat dirujuk 

atau dijadikan dasar hukum material perceraian bagi suami dan istri di 

depan sidang Pengadilan Agama. Keberadaan Pasal 37 UU No. 1 Tahun 

1974 merupakan algojo bagi kematian teori receptie, karena 

memberlakukan hukum perceraian menurut agama Islam yang dianut 

oleh mayoritas penduduk di Indonesia.
7
Jadi, dapat ditegaskan bahwa 

sejak diberlakukannya UU No. 1 Tahun 1974, khususnya Pasal 27 dan 

pasal-pasal lainnya yang relevan, yang kemudian diperkuat dengan 

diberlakukannya UU No. 1 Tahun 1989 yang mengatur tentang 

peradilan agama, beberapa implikasi hukumnya, sebagai berikut. 

a. Hukum Islam menjadi sumber hukum perceraian yang langsung 

bagi hukum perceraian nasional, tanpa harus menempuh proses 

penerimaan lebih dahulu melalui hukum adat yang berlaku di 

kalangan masyarakat hukum adat di Indonesia. 

b. Hukum Islam sama kedudukannya dengan hukum adat dan hukum 

barat sebagai sumber dan struktur yang menopang hukum 

perceraian nasional. 

                                                     
7 Syaifuddin, Muhammad, dkk.,Hukum Perceraian, …, hlm. 75.
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c. Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat mengatur suatu 

persoalan hukum perceraian bagi setiap warga negara Indonesia 

yang beragama Islam berdasarkan hukum Islam, sepanjang 

pengaturan hukum perceraian itu untuk memenuhi kebutuhan 

hukum perceraian bagi umat Islam di Indonesia 

Sumber hukum perceraian dalam arti formal, adalah bentuk 

tertentu dari sumber hukum perceraian yang berlaku, yang 

pembentukannya melalui prosedur atau tata cara tertentu pula, yang 

mencakup sebagai berikut. 

a. Peraturan Perundang-undangan 

Baik Pasal 2 ayat (2) maupun Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 

dapat digunakan sebagai dasar hukum berlakunya hukum Islam di 

Indonesia sebagai norma-norma hukum khusus selain norma-norma 

hukum umum yang telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, untuk 

perkawinan dan perceraian warga negara Indonesia yang beragama 

Islam. 

Perkawinan dan perceraian untuk warga negara Indonesia 

yang beragama Islam, selain telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 

1974, juga telah diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana, yaitu 

PP No. 9 Tahun 1975, bahkan telah pula dijabarkan dalam peraturan 

pelaksana dalam bentuk Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 

1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatatan Nikah dan Tata Kerja 
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Pengadilan Agama dalam melaksanakan Peraturan Perundang-

undangan Perkawinan bagi yang Beragama Islam. 

Sejak diterapkannya hukum Islam dalam praktik hukum di 

pengadilan agama, sampai tahun 1990, Mahkamah Agung 

menemukan penerapan hukum materil Islam, termasuk hukum 

perceraian, pada putusan-putusan pengadilan agama cenderung 

bersimpang siur akibat perbedaan pendapat para ulama dari kitab-

kitab fikih yang dijadikan sumber.
8
 

b. Putusan Pengadilan atau Yurisprudensi 

Putusan pengadilan menurut UU No. 1 Tahun 1974 adalah 

sumber hukum terpenting setelah peraturan perundang-undangan 

sebagaimana terefleksi dari Pasal 39 ayat (1) yang memuat ketentuan 

imperatif bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang 

Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak 

berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Ini berarti bahwa tidak 

ada perceraian, jika tidak ada putusan pengadilan. Sebaliknya, tidak 

ada putusan pengadilan, jika tidak ada perkara perceraian.
9 

Putusan pengadilan mengenai perceraian yang diharuskan 

oleh Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 dapat menjadi yurisprudensi, 

dalam arti jika semua hakim di pengadilan menggunakan metode 

penafsiran yang sama terhadap suatu norma-norma hukum 

perceraian dalam peraturan perundang-undangan dan menghasilkan 

                                                     
8
 Syaifuddin, Muhammad, dkk.,Hukum Perceraian, …, hlm. 94. 

9
 Syaifuddin, Muhammad, dkk.,Hukum Perceraian, …, hlm. 101. 
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kejelasan yang sama pula serta diterapkan secara terus-menerus dan 

teratur terhadap perkara atau kasus hukum perceraian yang yang 

serupa, maka terbentuklah hukum perceraian yang berlaku umum 

yang harus ditaati oleh setiap orang seperti halnya undang-undang 

dan jika perlu dapat digunakan paksaan oleh alat-alat negara supaya 

hukum perceraian yang dibentuk oleh hakim di pengadilan tersebut 

betul-betul ditaati. Hukum perceraian yang terbentuk dari putusan-

putusan hakim di pengadilan seperti itu dinamakan yurisprudensi 

atau hukum dari putusan hakim. 

Putusan pengadilan yang memeriksa, mengadili, dan 

memutus perkara perceraian adalah sumber hukum paling penting 

dalam hukum perceraian, selain peraturan perundang-undangan, 

yang merupakan norma hukum positif yang mengikat suami dan istri 

yang bercerai, yang dalam proses pemeriksaan, pengadilan dan 

pemutusannya dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-

undangan dan pendekatan kasus, yang kemudian hasilnya (putusan 

pengadilan) disistematisasi atau diklarifikasi, sehingga dapat dipilah 

secara tepat norma-norma dalam putusan pengadilan tersebut yang 

siap dan akan dipergunakan oleh hakim-hakim lainnya dalam 

menyelesaikan perkara perceraian.
10

 

 

 

                                                     
10

 Syaifuddin, Muhammad, dkk.,Hukum Perceraian,…, hlm. 105. 
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c. Hukum Adat yang Bersumber dari Kebiasaan dalam Masyarakat 

Hukum sebagai kaidah tidak hanya harus termanifestasikan secara 

spesifik di dalam peraturan perundang-undangan. Kebiasaan 

menurut ilmu hukum diakui sebagai sumber hukum, sebagai system 

of reasons bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Secara 

historis, kebiasaan pada hakikatnya merupakan sumber hukum tertua 

sebagai suatu representasi dari sistem penataan pergaulan hidup 

manusia sebelum dikenal mekanisme rule making dalam masyarakat 

yang lebih maju tingkat peradabannya dengan mulai dikenalnya 

sistem pemerintahan modern yang legitimasinya diperoleh 

berdasarkan kekuasaan legal-formal.
11

 

Hukum adat yang bersumber dari kebiasaan dalam 

masyarakat yang dipahami sebagai aturan hukum tidak tertulis oleh 

warga masyarakat, adalah faktor determinan menentukan substansi 

atau isi hukum perceraian. Kebiasaan dalam masyarakat senantiasa 

timbul, berkembang dan pada tingkat tertentu ditaati sebagai aturan 

tingkah laku yang tetap. Kebiasaan harus berproses secara bertahap 

dan lama, yang terlebih dulu harus ada suatu perbuatan faktual yang 

harus dilakukan secara berulang-ulang, untuk kemudian diikuti oleh 

sebagian terbesar warga masyarakat dengan kesadaran dan 

keyakinan yang kuat bahwa perbuatan faktual itu memang sesuai  

                                                     
11 Syaifuddin, Muhammad, dkk., Hukum Perceraian, …, hlm. 95.
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dengan pola sikap hidup bersama masyarakat, barulah kebiasaan itu 

menjadi hukum tidak tertulis. 

4. Bentuk-bentuk dan Hikmah Perceraian 

Bentuk-bentuk perceraian yang mengakibatkan putusnya 

perkawinan yang diatur dalam hukum Islam, yang dapat menjadi alasan-

alasan hukum perceraiannya dan bermuara pada cerai talak dan cerai 

gugat yang telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 

Tahun 1975, sebagai berikut: 

a. Talak 

Dalam ajaran Islam, talak merupakan perbuatan yang 

dihalalkan akan tetapi dibenci oleh Allah. Meskipun talak pada 

prinsipnya dihalalkan oleh Allah, akan tetapi pada keadaan tertentu 

talak tersebut dilarang untuk dijatuhkan pada seorang istri, 

berdasarkan keadaan-keadaan tertentu. Dalam Islam dikenal talak 

raj’i dan talak ba’in 

Talak raj’i yaitu talak yang diizinkan rujuk kembali jika 

masih dalam masa idah. Talak raj’i ini berupa talak satu atau talak 

dua tanpa iwadh (uang pengganti) dari mantan istri. Namun apabila 

suami melakukan rujuk setelah habis masa idah maka harus 

dilakukan akad perkawinan yang baru. 

Talak Ba’in yaitu talak yang suami tidak diperbolehkan 

melakukan rujuk kembali kepada mantan istrinya kecuali dengan 

syarat tertentu. Talak ba’in terbagi menjadi dua macam, antara lain: 
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1) Talak Ba’in Sughra yaitu talak satu atau talak dua yang disertai 

uang iwadh dari pihak istri. Talak ba’in sughra tidak boleh rujuk 

tetapi boleh menikah lagi dengan bekas suaminya meskipun 

dalam keadaan idah, talak ba’in sughra dapat terjadi karena talak 

yang terjadi sebelum suami istri bercampur (qabla al dukhul), 

yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama. 

2) Talak Ba’in Kubro yaitu talak yang terjadi untuk ketiga kalinya, 

talak ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali 

kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah istri menikah 

dengan orang lain dan kemudian terjadi cerai talak setelah 

diantara suami istri tersebut pernah bercampur (cerai talak ba’dal 

dukhul) cerai talak tersebut telah pula habis, masa idahnya.
12

 

b. Syiqaq 

Ialah perselisihan atau menurut istilah Fiqh berarti 

perselisihan suami-istri yang diselesaikan dua orang hakam, satu 

orang dari pihak suami dan yang satu dari pihak istri.
13

 

c. Khulu‟ 

Khulu‟ artinya “talak yang diucapkan oleh suami dengan 

pembayaran dari pihak istri kepada suami”. Perceraian dengan cara 

ini diperbolehkan dalam agama kita dengan disertai beberapa hukum 

perbedaan dengan talak biasa. Talak ini boleh dilakukan baik 

                                                     
 

12
Dahlan Abdul Aziz, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 

1996), hlm. 29.
 

 
13

 Abdurrahman Ghozali, Fikih Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 86.
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sewaktu suci maupun sewaktu haid, karena biasanya talak ini terjadi 

dari kehendak dan kemauan si istri.
14

 

 
d. Fasakh 

Kata fasakh berarti merusakkan atau membatalkan. Jadi, 

fasakh sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah 

merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah 

berlangsung. Fasakh dapat terjadi karena terdapat hal-hal yang 

membatalkan akad nikah yang dilakukan dan dapat pula terjadi 

karena sesuatu hal yang baru dialami sesudah akad nikah dilakukan 

dan hidup perkawinan berlangsung.
15

 

e. Taklik Talak 

Taklik talak menurut bahasa Arab berarti penggantungan 

talak, talak dalam bahasa arab berarti syarat atau janji. Sedangkan 

menurut istilah fiqih mengartikan taklik talak sebagai talak yang 

diucapkan dikaitkan dengan waktu tertentu sebagai syarat yang 

dijatuhkannya talak. Taklik adalah lafadz yang diucapkan sebagai 

syarat untuk membatalkan pernikahan jika berlakunya sesuatu yang 

bertentangan dengan taklik tersebut. Sedangkan menurut Sudarsono, 

dalam bukunya “Pokok-pokok Hukum Islam” menyebutkan bahwa 

taklik talak adalah suatu talak yang digantungkan terjadinya 

                                                     
14 Rasjid Sulaiman, Fiqh Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), hlm. 409.

 

15 Ahmad Azhar, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm. 85.
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peristiwa tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat 

sebelumnya antara suami istri tersebut.
16

 

 
f. Ila‛ 

Ila‟ artinya “sumpah si suami tidak akan mencampuri 

istrinya dalam masa yang lebih dari 4 bulan atau dengan tidak 

menyebutkan jangka waktunya.” Apabila seorang suami bersumpah 

sebagaimana sumpah tersebut, hendaklah ditunggu sampai 4 bulan. 

Kalau dia kembali baik kepada istrinya sebelum sampai 4 bulan, dia 

diwajibkan membayar denda sumpah (kafarat) saja. Tetapi kalau 

sampai 4 bulan dia tidak kembali baik dengan istrinya, hakim berhak 

menyuruhnya memilih di antara dua perkara: Membayar kafarat 

sumpah serta kembali baik kepada istrinya, atau menalak istrinya. 

Kalau suami itu tidak mau menjalankan salah satu dari kedua 

perkara tersebut, hakim berhak menceraikan mereka dengan paksa.17
 

g. Z{ihar 

Yang dimaksud dengan z{ihar ialah “seorang laki-laki 

menyerupakan istrinya dengan ibunya sehingga istrinya itu haram 

atasnya”, seperti kata suami kepada istrinya, “Engkau tampak olehku 

seperti punggung ibuku”.
18

 

h. Lian 

Lian ialah perkataan suami sebagai berikut, “Saya 

persaksikan kepada Allah bahwa saya benar terhadap tuduhan saya 

                                                     
16

Abdurrahman Ghozali, Fikih Munakahat, … , hlm. 203.
 

 17 Rasjid Sulaiman, Fiqh Islam, …,  hlm. 410-411.
 

18
 Rasjid Sulaiman, Fiqh Islam, …,  hlm. 411-412. 
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kepada istri saya bahwa dia telah berzina.” Kalau ada anak yang 

diyakininya bukan anaknya, hendaklah diterangkan pula bahwa anak 

itu bukan anaknya. Perkataan tersebut hendaklah diulanginya empat 

kali, kemudian ditambahnya lagi dengan kalimat, “Laknat Allah 

akan menimpaku sekiranya aku dusta dalam tuduhanku ini”.
19 

Bentuk-bentuk perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam 

sebagaimana diuraikan di atas, telah dipositivisasi dalam Kompilasi 

Hukum Islam, khususnya dalam pasal-pasal yang substansinya mengatur 

tentang macam-macam dan cara pemutusan hubungan perkawinan.  

Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam memuat ketentuan klasifikatif 

bahwa perkawinan putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan 

pengadilan. Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian 

dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. 

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan Agama, 

setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil 

mendamaikan kedua belah pihak. 

5. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Bekas Suami/Istri 

a. Akibat Hukum Perceraian terhadap Kedudukan, Hak, dan Kewajiban 

Bekas Suami/Istri 

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan 

kewajiban mantan suami/istri menurut Pasal 41 huruf c UU No. 1 

Tahun 1974 ialah Pengadilan mewajibkan bekas suami untuk 

                                                     
19

 Rasjid Sulaiman, Fiqh Islam, …,  hlm. 412-413. 
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memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu 

kewajiban bagi bekas istri. Ketentuan normatif dalam Pasal 41 huruf 

c UU No. 1 Tahun 1974 ini mempunyai kaitan dengan Pasal 11 UU 

No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan normatif bahwa seorang 

wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu, 

yang kemudian pasal ini telah dijabarkan dalam Pasal 39 PP No. 9 

Tahun 1975 yang memuat ketentuan imperatif bahwa bagi seorang 

janda yang perkawinannya putus karena perceraian, maka waktu 

tunggu bagi janda yang masih datang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali 

suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi 

yang tidak datang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari. 

Apabila perkawinan putus, sedang janda tersebut dalam keadaan 

hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai ia melahirkan. 

Selanjutnya, menurut Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 tidak 

ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena 

perceraian, sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya 

belum terjadi hubungan kelamin. Bagi perkawinan yang putus 

karena perceraian, waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan 

Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
20

 

 

 

 

 

 

                                                     
20 Syaifuddin, Muhammad, dkk.,Hukum Perceraian, …, hlm, 400. 
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B. Hak-hak Istri Pasca Perceraian 

1. Nafkah  Idah 

Idah jama’nya adalah “iddad” yang secara arti kata berarti 

“menghitung” atau “hitungan”.
21

 sebab idah pada hakikatnya adalah 

bilangan dan hitugan, baik bilangan haid atau suci atau bilangan bulan. 

Secara etimologis idah berarti nama bagi suatu masa bagi seorang wanita 

menunggu untuk perkawinan selanjutya setelah wafat suaminya atau 

karena perpisahan (perceraian) dengan suaminya.
22

 baik cerai hidup 

maupun cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya 

atau untuk berpikir bagi suami. 

Hukum menjalankan idah adalah wajib bagi istri yang dicerai atau 

ditinggal mati oleh suaminya. Penetapan kewajiban idah ini didasarkan 

atas ketentuan al-Qur’an sebagaimana dalam surat al-Baqarah ayat 228 

yang berbunyi: 

                           

                                

                                 

         

 

Artinya : 

wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali 

quru' tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah 

dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan 

suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika 

mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai 
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 Amir Syarifuddin, Hukum Perceraian Islam. Hlm. 303. 
22

 Rahmad Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2000). Hlm. 193. 
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hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. 

akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada 

isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 

 

Oleh karena itu, apabila terjadi perceraian, seorang istri tidak serta 

merta dapat langsung menikah dengan orang lain, tetapi ia diwajibkan 

untuk menunggu sampai habisnya masa tersebut atau kalau wanita itu 

hamil masa tunangan sampai ia melahirkan. Seorang wanita yang telah 

putus perkawinannya baik karena perceraian, putusan pengadilan, atau 

karena kematian suaminya, maka berlaku baginya masa idah, kecuali jika 

wanita tersebut belum pernah dicampuri suaminya sampai putusnya 

perkawinan, maka tidak wajib baginya idah. 

2. Nafkah Mut’ah  

Pengertian nafkah dalam perceraian sebagaimana terdapat dalam 

Tafsir as-Sabuni, bahwa nafkah itu diartikan sebagai Mut’ah , yang 

berarti pemberian seorang suami kepada istrinya yang diceraikan, baik itu 

berupa uang, pakaian atau pembekalan apa saja sebagai bantuan dan 

dalam hal ini nafkah (Mut’ah ) juga diartikan sebagai penghibur, nafkah 

sesuai dengan kemampuannya sebagaimana telah tersebut dalam firman 

Allah dalam surat al-Baqarah ayat 241. 

                    

kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh 

suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban 

bagi orang-orang yang bertakwa. Mut'ah (pemberian) ialah sesuatu 

yang diberikan oleh suami kepada isteri yang diceraikannya 

sebagai penghibur, selain nafkah sesuai dengan kemampuannya. 
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Inti dari ayat tersebut merupakan perwujudan mendapatkan 

persesuaian kepada Hukum Islam dalam hal ini nafkah setelah nafkah 

idah habis. Mut’ah  juga berarti sesuatu yang dengannya dapat diperoleh 

suatu (beberapa) manfaat atau kesenangan. Berdasarkan uraian tersebut 

maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pemberian mut’ah seorang suami 

terhadap istri yang telah diceraikannya adalah dengan adanya pemberian 

tersebut diharapkan dapat menghibur dan menyenangkan hati istri yang 

telah diceraikan dan dapat menjadi bekal hidup bagi mantan tersebut, dan 

juga untuk membersihkan hati kaum wanita dan menghilangkan 

kekhawatiran terhadap penfghinaan kaum pria terhadapnya.
23

 

3. Nafkah Hadhanah 

Hadhanah yang disepakati oleh para ulama fiqh menyatakan 

bahwa pada pinsipnya hukum merawat dan mendidik anak adalah  

kewajiban bagi kedua orang tuanya. Karena apabila anak yang masih 

kecil, belum mumayiz yang tidak dirawat dan dididik dengan baik, maka 

akan berakibat buruk pada diri dsan masa depan anak bahkan bisa 

mengancam eksistensi jiwa mereka. Oleh karena itu anak-anak tersebut 

wajib dipelihara, dirawat dan dididik dengan baik.
24

 

Ayat diatas menjelaskan bahwa setiap manusia mukmin 

mempunyai beban kewajiban dan tanggung jawab memelihara diri dan 

keluarga, dalam bentuk apapun dari api neraka karena api neraka 

mempunyai kekuatan membakar. Api dapat membuat diri dan jiwa 
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 Drs. H. Abd. Rahman Ghazaly, M.A. Fiqh Munakahat. (Jakarta: Prenanda Media, 
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24
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manusia menderita atau sengsara, yang bertanggung jawab atas semuanya 

adalah manusia itu sendiri. 

Untuk memelihara dirinya dan keluarganya (anak-anak dan 

istrinya) dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota 

keluarganya melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan 

larangan-Nya.Pemeliharaan anak adalah pemenuhan untuk berbagai aspek 

kebutuhan primer dan sekunder anak.pemeliharaan anak meliputi, biaya 

hidup kesehatan, ketentraman dan segala aspek yang berkaitan dengan 

kebutuhannya. Dalam ajaran Islam diungkapkan bahwa tanggung jawab 

ekonomi berada dipundak suami sebagai kepala rumah tangga, dan tidak 

tertutup kemungkinan tanggung jawab itu beralih kepada istri untuk 

membantu suaminya apabila suami tidak mampu melaksanakan 

kewajibannya. Oleh karena itu, amat penting mewujudkan kerjasama dan 

saling membantu antara suami istri dalam memelihara anak sampai 

dewasa. Hal yang dimaksud pada prinsipnya adalah tanggung jawab 

suami istri kepada anak-anaknya. 

Jika ditinjau dari segi syara’ maka artinya menjaga dan mengasuh 

anak kecil dari hal yang membahayakan dan berusaha mendidik dan 

melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk kebutuhan jasmani dan 

rohaninya. 

Hak istri lainnya yang bercerai dari suaminya berhak 

mendapatkan: 
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1) Istri yang dicerai dalam bentuk talak Raj’i 

Fuqaha telah sepakat bahwa perempuan yang ditalak raj’i masih 

berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal. Berkenaan dengan istri 

yang ditalak tiga, Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa ia mempunyai 

hak nafkah dan tempat tinggal seperti perempuan yang ditalak raj’i 

karena dia wajib menghabiskan masa idah itu di rumah suaminya. 

Dalam hal ini suami masih memiliki hak kepadanya sehingga dia wajib 

memberikan nafkah kepadanya. Dan nafkahnya ini dianggap sebagai 

utang yang resmi sejak hari jatuhnya talak, tanpa bergantung pada 

adanya persepakatan atau tidak adanya putusan Pengadilan. Hutang ini 

tidak dapat dihapuskan kecuali sesudah dibayar lunas atau dibebaskan. 

Fuqaha yang menetapkan tempat tinggal dan nafkah, maka untuk 

tempat tinggal, mereka beralasan dengan keumuman firman Allah 

SWT. Dan untuk wajibnya nafkah, mereka mengemukakan alasan 

bahwa nafkah tersebut mengikuti wajibnya penyediaan tempat tinggal 

pada talak raj’i atau istri yang sedang hamil dan pada kewajiban hak-

hak suami istri itu sendiri.Ringkasnya, di manapun tempat tinggal itu 

diwajibkan berdasarkan ketentuan syara‟, maka nafkah pun  menjadi 

wajib juga. 

2) Istri yang dicerai dalam bentuk Talak Ba’in 

Serta mempunyai penghasilan, ini selaras dengan firman Allah 

(Q.S. Al-Talaq:6) yang menyatakan: kalau mereka itu 
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Fuqaha berselisih pendapat tentang nafkah dan tempat tinggal 

bagi istri yang ditalak ba’in, tetapi tidak dalam keadaan hamil, dalam 

tiga pendapat. 

Pendapat pertama, dikemukakan oleh ulama Kufah yang 

menetapkan bahwa istri tersebut berhak mendapat tempat tinggal dan 

nafkah bagi istri tersebut. Pendapat kedua, dikemukakan oleh Imam 

Ahmad, Daud, Abu Saur, dan Ishaq yang mengatakan bahwa istri tidak 

boleh memperoleh nafkah. Pendapat ketiga, dikemukakan oleh Imam 

Malik, Syafi‟i dan lainnya yang mengatakan bahwa istri hanya 

mendapat tempat tinggal tanpa nafkah. 

3) Hak istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Bila si istri tersebut dalam 

keadaan mengandung para ulama sepakat istri itu berhak atas nafkah 

dan tempat tinggal, namun bila tidak dalam keadaan hamil para ulama 

terjadi perbedaan pendapat yaitu: al. Imam Malik. Imam Syafi‟i 

mengatakan “berhak atas tempat tinggal”, sedangkan sebagian ulama 

lainnya seperti Imam Ahmad berpendapat bila istri tidak hamil maka 

tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal, karena ada hak dalam 

bentuk warisan.
26

 

Menurut Muhammad Syaifuddin dalam bukunya, kewajiban suami 

yang telah menjatuhkan talak terhadap istrinya sebagai berikut: 

a) Memberi mut‟ah kepada bekas istri. Suami yang menjatuhkan talak 

kepada istrinya hendaklah memberikan mut’ah pada bekas istrinya itu. 

                                                     
26 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 463.
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Mut’ah itu boleh berupa pakaian, barang-barang atau uang sesuai 

dengan keadaan dan kedudukan suami. Dalam hal ini perempuan boleh 

minta keputusan kepada hakim menetapkan kadarnya mengingat 

keadaan dan kedudukan suami. 

b) Memberi nafkah, pakaian dan tempat kediaman untuk istri yang ditalak 

itu selama ia masih dalam keadaan idah. Apabila habis masa idahnya, 

maka habislah kewajiban memberi nafkahnya, pakaian dan tempat 

kediaman. 

c) Membayar atau melunaskan mas kawin. Apabila suami menjatuhkan 

talak kepada istrinya, maka wajiblah membayarkan atau melunaskan 

mas kawin, itu sama sekali. 

d) Membayar nafkah untuk anak-anaknya, suami yang menjatuhkan talak 

kepada istrinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu 

belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu, 

sekedar yang patut menurut kedudukan suami. Kewajiban member 

nafkah anak-anak itu harus terus-menerus sampai anak baligh lagi 

berakal bekas istrimu mempunyai anak, maka berilah upah mereka itu. 

Dalam ayat ini terang dan tegas bahwa suami wajib membayar upah 

kepada bekas istrinya untuk menjaga anak-anaknya, sebagai bukti, 

bahwa suami wajib memberi belanja untuk keperluan anak-anaknya itu. 

Jadi, teranglah bahwa nafkah itu untuk istri dan anaknya. Sedangkan 

kewajiban nafkah itu tetap berlaku, meskipun istri telah diceraikan oleh 
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oleh suaminya. Bekas istri berhak meminta upah kepada bekas 

suaminya untuk menyusukan anaknya.
27
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Lapangan (Field 

research). Penelitian lapangan dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif 

tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan 

unit sosial terten tu yang bersifat apa adanya (given).
1
 Subjek penelitian ini 

adalah janda cerai di Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari Kabupaten 

Purbalingga yang terkait dengan penelitian ini. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif. Yang dimaksud dengan penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian 

sekedar untuk menggambarkan suatu variabel yang berkenaan dengan masalah 

yang diteliti tanpa mempersoalkan hubungan antar variabel.
2
Penelitian 

deskriptif tepat digunakan dalam ilmu perilaku karena berbagai bentuk tingkah 

laku yang menjadi pusat perhatian penelitian dapat sengaja diatur dalam latar 

realitas yaitu berkenaan dengan berbagai variabel, menguji hipotesis dan 

mengembangkan generalisasi yang memiliki validitas universal.
3
 

  

                                                     
1
Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan 

Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, 

Pendidikan dan Humaniora, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), ISBN 970-730-181-8, hlm. 54-

55 
2
Sanapiah Faisal, Format-format Penelitian Sosial (Jakarta: Rajawali Press, 1992), 

hlm.18.
 

3
 Lexy, J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 

2002), hlm. 89.
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B. Sumber Data 

Sumber Primer adalah sumber utama dalam penelitian ini berupa hasil 

wawancara dengan janda cerai di Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari 

Kabupaten Purbalingga, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.  

Sumber Sekunder adalah sumber-sumber yang sifatnya mendukung 

penelitian ini, berupa: buku-buku, jurnal dan berbagai dokumen lain yang 

menunjang tentang penelitian ini. 

 

C. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sesuatu objek dengan 

sistematika fenomena yang diselidiki. Observasi dapat dilakukan sesaat 

ataupun mungkin dapat diulang.
4
 Teknik penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui hak-hak istri yang dilalaikan pasca perceraian di Desa 

Metenggeng Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan 

kepada subyek penelitian. Dokumen dapat berupa catatan pribadi, surat 

pribadi, buku harian, laporan kerja, notulen rapat, catatan khusus, rekaman 

kaset, rekaman video, foto dan lain sebagainya.
5
 Teknik ini dilakukan 

untuk memperoleh data tentang hak-hak istri yang dilalaikan pasca 

                                                     
4 Sukandarrumidi,Metodologi Penelitian:Petunjuk Praktis Untuk Peneliti  

Pemula, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 69. 
5 Sukandarrumidi, Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula,…, 

hlm. 100-101. 
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perceraian di Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari Kabupaten 

Purbalingga. 

3. Wawancara 

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam 

percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.6 Wawancara dapat 

dilakukan secara terstuktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan 

melalui tatap muka (face to face) maupun dengan menggunakan telepon.7 

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara secara 

langsung kepada pihak-pihak terkait untuk memperoleh informasi yang 

dibutuhkan yaitu Ibu Sakinah (46 tahun), Ibu Tinarsih (27 tahun), dan Ibu 

Warni (42 tahun), Ibu Fitri (23 Tahun), Ibu Suci Atiah (32 Tahun). 

Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui hak-hak istri pasca perceraian 

di Desa Metenggeng Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga. 

 

D. Analisis Data 

Miles and Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam 

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus 

menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.
8
 Dalam penelitian 

kualitatif, proses analisis data itu pada hakikatnya sudah dipersiapkan pada 

saat sebelum dilakukan pengumpulan data, yaitu sejak peneliti melakuukan 

perencanaan dan membuat desain penelitian dan berlangsung pada saat 

pengumpulan dan setelah secara final semua proses pengumpulan data 

                                                     
6
 Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah), (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), 

hlm.113.
 

 
7
 Sugiono,  Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D,  (Bandung:  Alfabeta, 

2014), hlm. 137. 
8
 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, …, hlm. 246 
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dilaksanakan.
9
 Batasan dalam proses analisis data menurut Miles and 

Huberman mencakup tiga subproses, yaitu: 

1. Reduksi data 

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan 

kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.7 Pada 

Proses reduksi data, semua data umum yang telah dikumpulkan dalam 

proses pengumpulan data sebelumnya dipilah-pilah sedemikian rupa, 

sehingga peneliti dapat mngenali mana data yang telah sesuai dengan 

kerangka konseptual atau tujuan penelitian sebagaimana telah 

direncanakan dalam desain penelitian.
10

 

2. Display data 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat 

dilakukan dalam bentuk table, grafik, phie chart, pictogram dan 

sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, 

tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.
11 

3. Verifikasi data 

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif menurut Miles and 

Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal 

yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

                                                     
9
 Moh. Soehadha, Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama, (Yogyakarta: 

Suka Press UIN, 2012), Hlm. 129. 
10 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, … , hlm. 249.

 

11
Moh. Soehadha, Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama, ….,hlm. 130. 



43 

 

 

 

pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.
12

 

 

                                                     
11 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, … , hlm. 249.

 



 

 

  44 
 

BAB IV 

ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP HAK-HAK 

ISTRI PASCA PERCERAIAN DI DESA METENGGENG, KECAMATAN 

BOJONGSARI, KABUPATEN PURBALINGGA 

 

A. Gambaran Umum Desa Metenggeng 

1. Letak Geografis 

Metenggeng adalah salah satu desa yang terletak di Bojongsari 

Purbalingga, Jawa Tengah. Desa Metenggeng ini memiliki 4 Dusun dan 18 

RT serta 9 RW dengan masing-masing sebelah utara berbatasan dengan 

Desa Bumisari, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sumingkir, 

sebelah timur berbatasan dengan Desa Pekalongan, sebelah barat 

berbatasan dengan Desa Karangcegak. Metenggeng merupakan desa yang 

topografinya termasuk daerah dataran rendah dan sedikit berbukit. Dengan 

luas sekitar 194,209 ha/m
2
.
1
 

2. Letak Demografi 

 

Daerah Desa Metenggeng khususnya dilihat dari segi demografis 

dengan rincian sebagai berikut: 

a. Penduduk 

Pada tahun ini jumlah total mencapai 4.494 jiwa, dengan 

jumlah kepala keluarga sebanyak 1.214 KK. Dari usia balita sampai 

usia lansia. Penduduk dengan Usia 20-29 adalah 858 orang, usia 30-39 

                                                     
1 Laporan profil desa dan kelurahan dari Desa Metenggeng pada tahun 2012.
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adalah 1.170 orang, usia 40-49 adalah 902 orang. Dengan jumlah laki-

laki 2.333 orang, perempuan 2.161 orang.
2
 

b. Mata pencaharian 

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Desa Metenggeng 

hidup dengan mengandalkan kondisi alam dengan bertani, seperti: 

sawah, kebun dan peternakan. Bahkan dibilang 75% dari masyarakat 

mata pencahariannya dengan bertani. Lahan pertanian yang mereka 

olah dengan ditanami palawija seperti: cabai, tomat, pisang, kunyit, 

kacang-kacangan dan lain sebagainya. Sedangkan pertanian yang 

digunakan sebagai lahan persawahan merupakan pemanfaatan lahan 

yang lebih luas dibandingkan dengan palawija.
2
 

c. Pendidikan 

Maju mundurnya suatu masyarakat tergantung pada lembaga 

pendidikan yang ada di dalam masyarakat tersebut. Apabila sarana 

pendidikan terpenuhi dan dimanfaatkan dengan baik maka masyarakat 

tersebut cepat mencapai tujuan. Sekolah yang ada di desa Metenggeng 

ini adalah 1 Taman belajar, 2 Playgrup, 2 TK, 2 SD, 1 MI, 1 SMP. 

Ditinjau dari segi pendidikan masyarakat Desa Metenggeng dalam 

sarana dan kemanfaatan fasilitas pendidikan belum cukup memenuhi 

kebutuhan yang diinginkan seperti yang ada di desa-desa lainnya.
3
 

 

 

                                                     
2 
Laporan profil desa dan kelurahan dari Desa Metenggeng pada tahun 2012.

 

3 
Laporan profil desa dan kelurahan dari Desa Metenggeng pada tahun 2012 
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3. Kondisi Sosiologis  

a. Sosial Agama 

Di Desa Metenggeng kehidupan beragama berjalan dengan 

sangat baik, semuanya beragama Islam yang berjumlah 4.494 orang. 

Kegiatan keagamaan seperti sholat berjamaah berjalan dengan lancar 

di semua mudhola yang terdapat di Desa Metenggeng, namun untuk 

kegiatan keagamaan lainnya seperti pengajian rutin belum diterapkan. 

Tetapi untuk pemuda di Desa Metenggeng ini sudah termasuk 

melaksanakan kegiatan keagamaan rutin yang menjadikan mereka 

lebih memahami dan mempelajari agama Islam dengan dibentuknya 

kegiatan ataupun organisasi.
4
 

b. Sosial Kemasyarakatan 

Keadaan sosial kemasyarakatan Desa Metenggeng dalam hal 

apapun masih menjunjung tinggi nilai tolong menolong atau kerja 

bakti jika ada acara-acara maupun dalam individual lainnya, seperti: 

saat ada kematian, acara walimahan, hari besar dan lain sebagainya.
5
 

 

B. Kondisi Kehidupan Keluarga Para Responden 

Penulis telah melakukan pengambilan data dengan menggunakan 

wawancara kepada responden untuk mengetahui hak-hak apa saja yang tidak 

diterima oleh istri pasca perceraian di desa Metenggeng. Dari wawancara 

tersebut diperoleh data sebagai berikut: 

                                                     
4 Laporan profil desa dan kelurahan dari Desa Metenggeng pada tahun 2012.

 

5  Laporan profil desa dan kelurahan dari Desa Metenggeng pada tahun 2012.
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1. Responden 1 (Ibu Sakinah, 46 tahun) 

Ibu sakinah merupakan janda yang diceraikan oleh suaminya dan 

tidak mendapatkan nafkah pasca perceraian. Setelah bercerai, Ibu Sakinah 

menjadi tulang punggung keluarga dengan bekerja sebagai pedagang 

gorengan keliling. Dari pernikahan sebelumnya, Ibu Sakinah dikaruniai 

seorang anak yang masih kelas 4 SD. Saat ini Ibu Sakinah tinggal di desa 

Metenggeng RT 003 RW 002. 

Sebelum bercerai, rumah tangga Ibu Sakinah dan suami sering 

mengalami perselisihan karena masalah ekonomi sehingga suami Ibu 

Sakinah memilih untuk merantau dan tidak kunjung kembali, kemudian 

menceraikan Ibu Sakinah dengan alasan ekonomi. Setelah bercerai, Ibu 

Sakinah tidak diberikan nafkah selama masa idah.
6
 

2. Responden 2 (Ibu Tinarsih, 27 tahun) 

Wawancara dilakukan di rumah Ibu Tinarsih di desa Metenggeng 

RT 006 RW 003. Saat ini Ibu Tinarsih hidup bersama anaknya yang 

berusia 4 tahun. Ibu Tinarsih bekerja sebagai karyawan swasta di sebuah 

pabrik bulu mata di Kabupaten Purbalingga. 

Ibu Tinarsih diceraikan oleh suaminya karena sering berselisih 

paham. Sebelum suami mentalak Ibu Tinarsih, mereka sempat bertengkar 

hebat karena 30 hari setelah melahirkan suaminya itu meminta Ibu 

Tinarsih untuk menginap di rumah mertua, namun Ibu Tinarsih tidak mau 

dengan alasan bayinya tidak boleh dibawa pergi sebelum 40 hari. 

Akhirnya Ibu mertuanya meminta agar Ibu Tinarsih diceraikan karena 

                                                     
6
 Laporan profil desa dan kelurahan dari Desa Metenggeng pada tahun 2012.

 



48 

 

 

 

tidak patuh dengan perintah suami. Pada saat talak 1, Ibu Tinarsih 

diberikan Mut’ah  sebesar Rp. 500.000. Tetapi setelah bercerai sah secara 

hukum, Ibu Tinarsih tidak diberikan nafkah Idah.
7
 

3. Responden 3 (Ibu Warni, 42 tahun) 

Ibu Warni adalah seorang janda yang tinggal bersama anak dan 

kedua orangtuanya di desa Metenggeng RT 012 RW 006. Ibu Warni 

bekerja sebagai petani. Beliau mempunyai seorang anak yang masih duduk 

di bangku SMA. 

Ibu Warni diceraikan oleh suaminya karena suaminya merasa 

sering dituntut untuk menghasilkan uang banyak sedangkan 

penghasilannya sebagai buruh serabutan hanya sedikit. Akhirnya sering 

terjadi pertengkaran dan suaminya pergi lalu menceraikan Ibu Warni. 

Setelah keluar akta cerai dari Pengadilan Agama Purbalingga, Ibu Warni 

tidak pernah diberikan nafkah baik itu nafkah Mut’ah , nafkah idah atau 

nafkah hadanah.
8
 

4. Responden 4 (Ibu Fitri, 23 tahun) 

Ibu Fitri menikah di usia 19 tahun dan saat ini dikarunia seorang 

anak berusia 3 tahun. Saat ini Ibu Fitri tinggal bersama orangtuanya di 

desa Metenggeng RT 016 RW 008. Ibu Fitri bekerja sebagai karyawan 

swasta di pabrik bulu mata di Kabupaten Purbalingga. 

Alasan Ibu Fitri bercerai adalah karena sering terjadi pertengkaran 

yang disebabkan hal-hal sepele, karena suami sering main dengan 

                                                     
7
 Hasil Wawancara dengan Ibu Sakinah pada 08 Agustus 2020, Pukul 12.00 WIB di 

rumah Ibu Sakinah RT. 003/002 Desa Metenggeng Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga 
8 Tinarsih RT. 006/003 Desa Metenggeng Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga. 
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temannya dan jarang pulang. Hal ini membuat Ibu Fitri marah, dan 

suaminya akhirnya mentalaknya. Setelah ditalak oleh suaminya, Ibu Fitri 

tidak diberikan nafkah oleh suaminya sampai sekarang, sehingga Ibu Fitri 

harus mencari nafkah untuk anaknya. Ibu Suci tidak diberikan nafkah oleh 

suaminya setelah diceraikan, jika ibu suci meminta nafkah hadanah 

suaminya selalu mengatakan bahwa anak tersebut sudah bukan tanggung 

jawabnya. Selama masa idahpun Ibu Suci tidak pernah diberikan nafkah 

idah dan Mut’ah .
9
 

5. Responden 5 (Ibu Suci Atiah, 32 tahun) 

Ibu Suci Atiah merupakan seorang janda yang bekerja sebagai 

sales di salah satu bank swasta di Kabupaten Purbalingga. Ibu Suci 

mempunyai seorang anak berumur 2 tahun dan sekarang hidup bersama 

orangtua bersama anaknya. Beliau beralamat di desa Metenggeng RT 013 

RW 007. 

Setelah melahirkan anak pertamanya, Bu Suci selalu menolak jika 

diajak berhubungan intim dengan suaminya, karena Ibu Suci takut akan 

kembali mengandung sedangkan anak pertamanya masih kecil. Kejadian 

itu terjadi berulang kali dan membuat sang suami marah hingga 

memutuskan untuk pergi dari rumah. Ibu Suci mencoba menghubunginya 

tetapi tidak pernah ada kabar, dan ternyata selang beberapa waktu, Ibu 

                                                     
9
 Hasil Wawancara dengan Ibu Warni pada 08 Agustus 2020, Pukul 14.00 WIB di rumah 

Ibu Tinarsih RT. 006/003 Desa Metenggeng Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga.
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Suci mendapat kabar bahwa suaminya sudah mempunyai pacar baru dan 

akhirnya mentalak Bu Suci.
10

 

 

C. Hak-hak Istri Pasca Perceraian di Desa Metenggeng Kecamatan 

Bojongsari Kabupaten Purbalingga 

Bila terjadi perceraian atas inisiatif suami, maka bekas istri berhak 

mendapatkan nafkah lahir dari suami selama masa idah. Hal tersebut 

tercantum dalam pasal 149 KHI huruf (b). Dan dalam pasal 151 KHI tersebut 

diwajibkan bahwa “bekas istri yang sedang dalam masa idah wajib menjaga 

dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan laki-laki lain” 

maka konsekuensi logis dari kewajiban tersebut adalah bekas suami wajib 

memenuhi nafkah lahir, sebagai hak yang harus didapatkan akibat 

kewajibannya tersebut, kecuali istri berlaku nusyuz, maka tak ada hak nafkah 

idah baginya. Namun perlu diketahui pula bahwa hak nafkah yang 

diterimanya apakah secara penuh atau tidak juga adalah tergantung dari pada 

bentuk perceraiannya, bukan pada lamanya masa idahnya. 

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dan kewajiban 

mantan suami menurut pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 ialah 

pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya 

penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Ketentuan 

normatif dalam pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 ini mempunyai kaitan 

dengan pasal 11 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan normatif 

bahwa seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu 

                                                     
10

 Hasil Wawancara dengan Ibu Warni pada 08 Agustus 2020, Pukul 14.00 WIB di rumah 
Ibu Tinarsih RT. 006/003 Desa Metenggeng Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga
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tunggu, yang kemudian pasal ini telah dijabarkan dalam pasal 39 PP No. 9 

Tahun 1975 yang memuat ketentuan imperatif bahwa bagi seorang janda yang 

perkawinannya putus karena perceraian, maka waktu tunggu bagi janda yang 

masih datang bulan ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari. 

Apabila perkawinan putus, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, maka 

waktu hingga ditetapkan sampai ia melahirkan. 

Akibat hukum perceraian terhadap kedudukan hak dan kewajiban 

mantan suami atau istri menurut pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 dan 

hukum Islam, adalah dibebankannya kewajiban mantan suami terhadap 

mantan istrinya untuk memberi Mut’ah  yang pantas berupa uang atau barang 

dan memberi nafkah hidup, pakaian dan tempat tinggal kediaman selama 

mantan istri dalam masa idah, serta melunasi mas kawin, perjanjian ta‟lik 

talak dan perjanjian lain. 

Kewajiban mantan suami terhadap istri sebagai akibat hukum dari 

dikabulkannya cerai talak meliputi: 

1. Kewajiban Memberikan Mut’ah  

Menurut KHI pasal 149 menyatakan bahwa putusnya perkawinan 

karena talak mengakibatkan mantan suami wajib memberikan Mut’ah  

yang layak kepada mantan istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali 

mantan istri tersebut qobla dukhul.
11

Sedangkan pada pasal berikutnya 

yaitu pasal 158 KHI, selain syarat qobla al dukhul syarat Mut’ah  wajib 

                                                     
 

11
 Hasil Wawancara dengan Ibu Suci Atiah pada 08 Agustus 2020, Pukul 16.00 WIB di 

rumah Ibu Suci Atiah RT. 013/007 Desa Metenggeng Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga.
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diberikan oleh mantan suami apabila belum ditetapkan mahar bagi istri 

tersebut dan perceraian itu atas kehendak suami atau cerai talak. 

Responden 2, Ibu Tinarsih mengatakan bahwa ia diberi Mut’ah  

oleh suaminya telah dijatuhi talak, sebagaimana yang telah disebutkan 

oleh Ibu Tinarsih dibawah ini: 

“Saya diberikan Mut’ah  satu kali sebesar Rp. 500.000 pada saat 
awal-awal saya bercerai”.12

 
 

Mengenai besarnya nilai Mut’ah  tidak ditentukan secara mutlak, 

akan tetapi disesuaikan dengan kemampuan suami artinya bahwa Mut’ah  

tersebut harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi atau pekerjaan sang 

suami dan disesuaikan juga dengan kepatutan artinya bahwa besarnya 

Mut’ah itu dilihat dari kebiasaan masyarakat setempat dalam mendapatkan 

mahar dari suaminya. 

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan di Desa Metenggeng 

diketahui bahwa janda yang dicerai talak selain Ibu Tinarsih, sisanya tidak 

mendapatkan nafkah Mut’ah  sebagai akibat dari dikabulkannya cerai 

talak, sebagaimana hasil wawancara dengan responden 3 yaitu Ibu Warni 

yang mengatakan sebagai berikut: 

“saya tidak diberikan apa-apa mba setelah perceraian. Jangankan 
Mut’ah , anak saya saja tidak dinafkahi”.13

 
 

Sedangkan Mut’ah  merupakan suatu pemberian yang wajib 

diberikan oleh suami kepada mantan istri sebagai akibat dari diajukannya 

perkara cerai talak. Kelalaian pemberian nafkah Mut’ah  dikarenakan 

                                                     
12

 Kompilasi Hukum Islam Pasal 149.
 

 
13

 Hasil Wawancara dengan Ibu Tinarsih pada 08 Agustus 2020, Pukul 10.00 WIB di 
rumah Ibu Tinarsih RT. 006/003 Desa Metenggeng Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga
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ketidaktahuan suami atas kewajiban memberikan nafkah Mut’ah  kepada 

mantan istri. Sehingga sangat jarang janda di Desa Metenggeng 

memperoleh nafkah Mut’ah  dari para suami yang mentalak mereka. 

2. Kewajiban Nafkah Idah 

Dalam hukum positif Indonesia dijelaskan bahwa akibat dari 

putusnya perkawinan mengakibatkan mantan suami wajib memberi 

nafkah, maskan, dan kiswah, kepada mantan istri selama masa idah, 

kecuali mantan istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam 

keadaan tidak hamil.
14

 

Menurut pasal 41 ayat 3 UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatur 

akibat perceraian, menyatakan bahwa pengadilan dapat mewajibkan 

kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau 

menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istri. Bahkan dalam pasal 81 

KHI tanpa mengaitkan dengan ada atau tidaknya nusyuz dari mantan istri, 

suami berkewajiban memberikan tempat kediaman (maskan) bagi mantan 

istrinya selama ia menjalani masa idah.
15 

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan responden 1 

yaitu Ibu Sakinah, beliau telah ditalak ba’in oleh suaminya, saat ditalak 

Ibu Sakinah tidak dalam keadaan hamil namun Ibu Sakinah tidak 

mendapatkan nafkah idah. Ibu Sakinah tidak tahu alasan suaminya tidak 

memberikan nafkah idah, namun jika dilihat dari alasan perceraiannya 

                                                     
 

14
 Hasil Wawancara dengan Ibu Warni pada 08 Agustus 2020, Pukul 14.00 WIB di rumah 

Ibu Tinarsih RT. 006/003 Desa Metenggeng Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga
 

15
 Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 huruf b.
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yang disebabkan karena faktor ekonomi, bisa dilihat bahwa faktor 

penyebab  kealaiannya adalah faktor ekonomi.
16 

Menurut responden 2 yaitu Ibu Tinarsih, beliau tidak mendapatkan 

nafkah selama masa idah sedangkan jika dilihat dari jenis perceraiannya 

yaitu talak ba‟in Ibu Tinarsih seharusnya bisa mendapatkan nafkah idah. 

Namun suaminya langsung pergi setelah perceraian sehingga Ibu Tinarsih 

tidak dapat menuntut nafkah idah.
17 

Menurut responden 3 yaitu Ibu Warni, beliau juga tidak 

mendapatkan nafkah idah. Karena kondisi ekonomi suaminya tidak baik 

dengan pekerjaannya sebagai buruh serabutan. Ibu Warni sering meminta 

namun tidak diberikan.
18 

Menurut responden 4 yaitu Ibu Fitri, beliau bercerai dalam keadaan 

tidak hamil dan Ibu Fitri ditalak ba‟in. Mantan suaminya itu merasa sudah 

bukan tanggung jawabnya memberikan nafkah kepada Bu Fitri karena 

mereka sudah bercerai.
19 

Menurut responden 5 yaitu Ibu Suci Atiah, beliau telah ditalak 

ba‟in oleh mantan suaminya. Pada saat proses perceraian Ibu Suci baru 

saja melahirkan anak pertamanya. Ibu Suci tidak mendapatkan nafkah idah 

karena mantan suaminya sudah tidak peduli dengan kehidupan Ibu Suci 

karena beliau dianggap nusyuz oleh suaminya.
20

 

                                                     
16

 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 

17
 Hasil Wawancara dengan Ibu Sakinah pada 08 Agustus 2020, Pukul 12.00 WIB di 

rumah Ibu Sakinah RT. 003/002 Desa Metenggeng Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga.
 

19
 Hasil Wawancara dengan Ibu Tinarsih pada 08 Agustus 2020, Pukul 10.00 WIB di 

rumah Ibu Tinarsih RT. 006/003 Desa Metenggeng Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga 
 

20
 Hasil Wawancara dengan Ibu Suci Atiah pada 08 Agustus 2020, Pukul 16.00 WIB di 

rumah Ibu Suci Atiah RT. 013/007 Desa Metenggeng Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga.
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3. Kewajiban Memberi Nafkah dan Biaya Pendidikan Anak 

Pasal 80 ayat 4 huruf c KHI menyatakan bahwa nafkah keluarga di 

dalamnya termasuk nafkah kehidupan dan pendidikan anak, ditanggung 

oleh ayah. Pasal 80 KHI ini mengatur nafkah keluarga sebelum terjadi 

perceraian, sedangkan pasal 105 mengatur nafkah setelah terjadi 

perceraian. Hal ini berarti tanggungan nafkah anak tetap ditanggung 

sepenuhnya oleh ayahnya baik ketika orangtua mereka belum bercerai 

maupun setelah bercerai. Selain pasal-pasal tersebut, disebutkan pula 

dalam KHI bahwa semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi 

tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya 

sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 

tahun) dan pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya 

menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak 

yang tidak turut padanya.
21 

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti 

menyatakan bahwa responden 1 yaitu Ibu Sakinah tidak diberikan nafkah 

untuk anaknya karena pekerjaan mantan suaminya sebagai buruh 

bangunan hanya cukup untuk menghidupi dirinya saja sehingga mantan 

suami Ibu Sakinah tidak dapat memberikan nafkah kepada anaknya.  

Menurut responden 2 yaitu Ibu Tinarsih mengaku tidak diberikan 

nafkah hadanah oleh mantan suaminya. Setelah bercerai ibu Tinarsih harus 

menjadi tulang punggung untuk membiayai hidup dan sekolah anaknya 

                                                     
21

 Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf d dan f. 
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karena mantan suaminya langsung pergi meninggalkan ibu Tinarsih tanpa 

meninggalkan uang sepeserpun untuk anaknya.
22 

Menurut responden 3 yaitu Ibu Warni, beliau juga tidak diberikan 

nafkah hadanah oleh mantan suaminya karena pekerjaan suaminya hanya 

buruh serabutan yang tidak mempunyai penghasilan tetap. Sehingga Ibu 

Warni harus menjadi buruh tani agar bisa menyekolahkan anaknya yang 

berada di pondok pesantren. 

Menurut responden 4 yaitu Ibu Fitri, beliau juga tidak diberikan 

nafkah hadanah oleh mantan suaminya, karena mantan suaminya tidak 

bekerja. Hal itu pula yang membuat Ibu Fitri harus bekerja di pabrik bulu 

mata untuk menghidupi anaknya. 

Menurut responden 5 yaitu Ibu Suci Atiah, beliau tidak diberikan 

nafkah karena mantan suaminya sudah tidak peduli dengan anaknya dan 

mantan suaminya tersebut sudah mempunyai pacar baru saat proses 

perceraian berlangsung. 

Jadi faktor yang menyebabkan mantan suami melalaikan 

pemberian nafkah idah, maksan, dan kiswah adalah karena faktor 

ekonomi, faktor nusyuz, dan karena faktor tanggung jawab. Sedangkan 

nafkah idah sebenarnya wajib diberikan kepada mantan istri, tetapi mantan 

suami banyak yang menganggap hal tersebut tidak penting sehingga 

dengan mudah melalaikannya, padahal dari sisi istri nafkah masa idah itu 

sangat penting untuk kehidupan barunya tanpa suami. 

                                                     
 

22
 Hasil Wawancara dengan Ibu Tinarsih pada 08 Agustus 2020, Pukul 10.00 WIB di 

rumah Ibu Tinarsih RT. 006/003 Desa Metenggeng Kec. Bojongsari Kab. Purbalingga.
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D. Hak-hak Istri yang Dilalaikan Perspektif Hukum Islam 

Menurut hukum Islam nafkah dibagi secara global menjadi dua 

macam. Pertama: nafkah untuk dirinya sendiri yakni kewajiban seorang 

manusia untuk memikul beban tanggung jawab dalam rangka memenuhi 

kebutuhannya sendiri, untuk kesejahteraan jasmani, dan rohaninya sendiri. 

Kedua: nafkah untuk orang di luar diri, tentu saja dalam hal ini adalah anak, 

istri, orang tuanya, dan berbagai macam tanggung jawab nafkah bagi orang-

orang di luar diri manusia itu sendiri. 

Sedang pengertian nafkah dalam perceraian sebagaimana terdapat 

dalam Tafsir as-Sabuni, bahwa nafkah itu diartikan sebagai Mut’ah , yang 

berarti pemberian seorang suami kepada istrinya yang diceraikan, baik itu 

berupa uang, pakaian atau pembekalan apa saja sebagai bantuan dan 

penghormatan kepada istrinya itu serta menghindari dari kekejaman talak yang 

dijatuhkannya itu. 

Para fuqaha berbeda pendapat mengenai nafkah Mut’ah , ada Fuqaha 

yang berpendapat bahwa nafkah (Mut’ah ) itu wajib diberikan kepada istri 

yang diceraikannya, apabila suami telah sempat berhubungan dengannya, baik 

maharnya telah ditentukan atau belum, dan juga kepada istri yang telah 

diceraikan sebelum sempat dicampurinya apabila maharnya telah ditentukan. 

Hasan Basri berpendapat bahwa Mut’ah  itu wajib, hal ini didasarkan pada 

firman Allah dalam Surah al-Baqarah (2): 241. 

                  
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“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh 
suaminya) mut´ah menurut yang ma´ruf, sebagai suatu kewajiban bagi 
orang-orang yang bertakwa” 

 

Persoalan Mut’ah  juga dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam antara 

lain pasal 158, yang menyatakan Mut’ah  wajib diberikan oleh mantan suami 

dengan syarat: a. Belum ditetapkan mahar bagi istri ba’da dukhul. b. 

Perceraian itu atas kehendak suami. 

Sedangkan menurut Imam asy-Syafi‟i, diwajibkan untuk setiap istri 

yang diceraikan, jika putusan perkawinan datang dari pihak suami, fuqaha 

Madzhab Dzahiri juga sependapat dengan hal ini, Imam asy-Syafi‟i 

memberikan pengecualian bagi istri yang telah ditentukan mahar untuknya dan 

dicerai sebelum digauli, jumhur ulama juga memegangi pendapat ini. Imam 

Malik berpendapat sebaliknya, hukum memberikan Mut’ah  hanya dianjurkan 

(mustahab) dan tidak wajib untuk semua wanita yang ditalak, sedangkan mas 

kawin belum ditetapkan dan dianjurkan bagi wanita yang ditalak dan mas 

kawin telah ditentukan.
23

 

Secara rasional, kewajiban nafkah karena hubungan perkawinan 

disebabkan karena istri adalah salah satu “sumber” keturunan. Nafkah itu 

sendiri merupakan imbalan terhadap terhalangnya istri melakukan usaha dan 

menikah dengan orang lain, karena adanya pernikahan dengannya. Dalam hal 

ini diberlakukan kaidah umum: “Setiap orang yang dihalangi dari keuntungan 

lain, wajib dinafkahi” Secara kasat mata, nafkah terhadap istri tersebut sama 

                                                     
23

 Ibnu Rusyd, Tarjamah Bidayatul Mujtahid, (Semarang: CV Asy-Syifa, 1990), hlm.551.
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fungsinya dengan gaji yang diterima para pegawai, seperti mufti, hakim dan 

sebagainya. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, hanya satu 

responden yang telah mendapatkan nafkah Mut’ah  dari suaminya yaitu Ibu 

Tinarsih, sedangkan 4 yang lainnya tidak mendapatkan nafkah Mut’ah  dari 

mantan suaminya. Hal ini dikarenakan janda di Desa Metenggeng diceraikan 

dalam keadaan qobla al dukhul. Sehingga mantan suami tidak memberikan 

nafkah Mut’ah  kepada mantan istrinya di Desa Metenggeng. 

Hak nafkah selanjutnya yang harus dipenuhi oleh mantan suami pasca 

perceraian adalah pemberian nafkah idah. Namun demikian, masa idah yang 

merupakan hak penuh dari istri adalah masa idah talak raj’i. Ia sama sekali 

tidak memiliki hak nafkah dalam masa idah karena kematian. Sedang pada 

masa idah talak ba’in, ia bisa mendapatkan hak itu dalam keadaan tertentu, 

dan juga tidak mendapatkan hak itu dalam keadaan yang lain. 

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh oleh peneliti, selain 

nafkah Mut’ah  yang tidak dipenuhi, nafkah idah dan nafkah hadanahpun 

tidak dipenuhi oleh mantan suami dikarenakan beberapa faktor diantaranya: 

1. Faktor Ekonomi 

Hal ini dialami oleh Ibu Sakinah, Ibu Warni dan Ibu Fitri yang 

mana ketiganya tidak diberikan nafkah idah oleh mantan suaminya yang 

memiliki perekonomian yang tidak stabil. Mantan suami Ibu Sakinah dan 

Ibu Warni sama-sama berpenghasilan rendah sehingga tidak dapat 

memberikan nafkah idah, maskan, dan kiswah. Sehingga pada saat masa 
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idah, Ibu Tinarsih, Ibu Warni dan Ibu Fitri tidak menerima lamaran dari 

laki-laki dan tidak melangsungkan pernikahan. Tetapi mereka keluar 

rumah karena mereka harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 

dan anaknya. 

2. Faktor Tanggung Jawab 

Mantan suami dari Ibu Tinarsih dan Ibu Suci Atiah dinilai tidak 

bertanggung jawab karena tidak memberikan nafkah masa idah dan pergi 

begitu saja tanpa memenuhi hak-hak istri pasca perceraian. 

Mantan suami Ibu Tinarsih langsung meninggalkan Desa 

Metenggeng setelah akta cerai dari pengadilan keluar dan tidak pernah ada 

kabar, mantan suami Ibu Tinarsih pergi tanpa meninggalkan uang 

sepeserpun sehingga dinilai tidak mempunyai tanggung jawab disisi lain 

Ibu Tinarsih harus menghidupi anaknya yang belum genap usianya 1 

tahun. 

Sedangkan mantan suami Ibu Suci Atiah sudah tidak peduli lagi 

terhadap mantan istri dan anaknya. Ia menilai Ibu Suci nusyuz karena 

tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri padahal pengadilan 

sudah menegaskan bahwa Ibu Suci tidaklah nusyuz namun hanya 

mengalami trauma berhubungan intim pasca melahirkan. Dalam hal ini 

suami Ibu Suci dinilai tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya. 

Pemenuhan hak-hak istri pada masa idah tidak terpenuhi oleh 

suami dan tidak berjalan sesuai syariat agama sebagaimana tercantum 

dalam Q.S Al-T{alaq: 1 sebagai berikut: 
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                    

                      

                     

                      

 

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka 

hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat 

(menghadapi) idahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu idah itu 

serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu 

keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka 

(diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji 

yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang 

melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah 

berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui 

barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. 

 

Tetapi  pada  kenyataannya yang  terjadi  di  Desa  Metenggeng, 

mantan suami dari kelima responden tidak memberikan nafkah masa idah 

kepada mantan istrinya. Hal itu membuat hubungan kedua orang yang 

telah bercerai tersebut menjadi tidak baik karena tidak terpenuhinya hak 

istri pasca perceraian. 

Selain  nafkah  Mut’ah   dan  idah,  hak  istri  lainnya  yang  harus 

dipenuhi oleh mantan suaminya adalah nafkah hadanah. Hukum nafkah       

adalah  wajib  bagi  suami  terhadap  istri,  ayah  terhadap  anak-anaknya. 

Nafkah adalah kewajiban seorang ayah  terhadap anak-anaknya  ketika 

anak belum dewasa dan belum mampu membiayai kehidupannya.  
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Hal ini Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut 

kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah 

memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak 

memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah 

berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah 

kesempitan. 

Allah SWT mewajibkan pemberian nafkah hadanah terhadap anak-

anak setelah terjadi perceraian antara kedua orangtuanya. Akan tetapi 

Allah SWT tidak menentukan jumlahnya dengan berpedoman pada 

petunjuk yang bijaksana yaitu sesuai dengan keadaan dan kemampuan 

orang tuanya. Kewajiban memberi nafkah kepada anak itu harus terus 

menerus sampai anak-anak tersebut baligh serta mempunyai penghasilan, 

atau sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat 

mengurus dirinya sendiri. Apabila pelaksanaan pemenuhan hak untuk anak 

tidak dilakukan dengan baik maka pihak yang wajib dinafkahi menjadi 

terlantar. Hal tersebut merupakan permasalahan yang sering terjadi di 

kalangan masyarakat Indonesia salah satunya di Desa Metenggeng. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Desa 

Metenggeng, semua responden tidak dipenuhi nafkah hadanah anak-

anaknya. Sehingga pasca perceraian istri harus menjadi tulang punggung 

bagi anaknya agar dapat memenuhi semua kebutuhan pendidikan dan 

kebutuhan sehari-hari anaknya. Faktor yang melandasi tidak terpenuhinya 

nafkah hadanah tersebut masih karena faktor ekonomi yang membuat 
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mantan suami tidak bisa membiayai anaknya sampai anak tersebut dewasa 

dan dapat menfkahi dirinya sendiri. Selain faktor ekonomi, faktor 

kurangnya tanggung jawab juga masih menjadi alasan, mantan  suami  

tidak  merasa  bahwa  anak  dari  korban  perceraian  juga masih darah 

dagingnya  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis mengkaji dan memaparkan penelitian ini, maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa: 

1. Hak-hak Istri Pasca Perceraian di Desa Metenggeng Kecamatan 

Bojongsari Kabupaten Purbalingga yaitu: pertama, mendapatkan nafkah 

Mut’ah , namun hasil dari penelitian yang penulis lakukan bahwa 4 dari 5 

janda yang dicerai talak tidak mendapatkan nafkah Mut’ah , dikarenakan 

janda di Desa Metenggeng diceraikan dalam keadaan qobla al dukhul. 

Sehingga sangat jarang janda di Desa Metenggeng memperoleh nafkah 

Mut’ah  dari para suami yang telah mentalak mereka. Kedua, hak 

mendapatkan nafkah idah, dari hasil penelitian lima responden (janda) 

tidak diberikan nafkah idah. Hal ini disebabkan karena faktor ekonomi, 

dan faktor kurangnya tanggung jawab dari mantan suami terhadap 

kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh para suami setelah mentalak 

istrinya. Ketiga, hak hadanah, semua responden yang telah diwawancarai 

di Desa Metenggeng mendapatkan hak pengasuhan anak, dimana dalam 

pemenuhan kebutuhan anak seharusnya dipenuhi oleh mantan suami, 

namun berdasarkan wawancara di Desa Metenggeng hak-hak anak tidak 

dipenuhi oleh mantan suaminya. Hal ini menunjukan bahwa para mantan 

suami tidak bertanggung jawab atas anaknya. Sehingga para janda di  Desa 
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Metenggeng harus berjuang sendiri untuk membiayai hidup dan biaya 

pendidikan anaknya. 

2. Pandangan Hukum Islam terhadap Hak Istri Pasca Perceraian, dari hasil 

wawancara yang telah dikaji peneliti mengenai hak istri pasca perceraian 

yang diterima oleh janda di Desa Metenggeng dapat disimpulkan bahwa 

nafkah mut’ah hanya didapatkan oleh 1 orang responden sedangkan ke 4 

responden lain tidak mendapatkan nafkah mut’ah karena ditalak dalam 

keadaan qobla al dukhul, sedangkan pemenuhan hak-hak istri pasca 

perceraian berupa nafkah idah dan nafkah hadhanah telah dilalaikan oleh 

para suami yang mana hal tersebut bertentangan dengan hukum Islam. 

Berdasarkan Q.S At-talaq: 1 menyebutkan bahwa suami wajib 

memberikan nafkah selama masa idah, namun pada kenyataannya di Desa 

Metenggeng tidak ada janda yang diberikan nafkah idah. Selain itu 

berdasarkan hukum Islam suami wajib memberikan nafkah dan biaya 

pendidikan kepada anaknya pasca perceraian, namun kewajiban tersebut 

juga dilalaikan oleh suaminya. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti ada beberapa 

saran sebagai berikut: 

1. Bagi pasangan yang telah menikah akan lebih baik jika permasalahan yang 

ada dapat diselesaikan secara kekeluargaan dahulu sebelum memutuskan 

untuk bercerai agar perceraian tidak tejadi. 
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2. Bagi pasangan yang sudah bercerai sebaiknya mengetahui apa kewajiban 

yang harus dilakukan dan hak apa yang harus didapatkan. Sehingga ketika 

hak tidak diterima dapat mengetahui cara untuk menuntut hak-hak 

tersebut. 
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DRAFT WAWANCARA 
 
 

1. Nama 

2. Tempat tanggal lahir 

3. Usia 

4. Pekerjaan 

5. Alamat 

6. Ibu bercerai karena ditalak suami atau karena Ibu yang menggugat? 

7. Kalau ditalak suami pada saat talak 1, apakah suami Ibu memberikan nafkah selama 

masa idah? 

8. Kalau ditalak 2, apakah suami Ibu masih memberikan nafkah selama masa idah? 

9. Kalau ditalak 3, apakah suami Ibu masih memberikan nafkah selama masa idah? 
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Ibu? 

12. Kalau bercerai karena Ibu yang menggugat, apakah suami ibu masih memberikan 

mut'ah atau nafkah selama Ibu menjalani masa idah? 

13. Apakah mantan suami Ibu masih bertanggung jawab terhadap nafkah anak- anak? 

14. Nafkah berupa apa saja yang diberikan oleh suami Ibu selama masa idah? 

15. Menurut Ibu, apa alasan mantan suami yang tidak memberikan hak istri pasca 

perceraian? 

16. Menurut Ibu, apakah Bapak mengetahui bahwa setelah perceraian ada hak- hak yang 

harus dipenuhi oleh suami kepada Ibu? 

17. Apakah Bapak menghadiri ketika sidang perceraian berlangsung, karena kebanyakan 

hakim memberitahukan hak-hak pasca perceraian? 



 

 

 

 

18. Bagaimana hak-hak istri pasca perceraian yang sesuai untuk dipenuhi menurut 

Ibu? 

19. Apakah ada upaya dari Ibu untuk mengingatkan terkait hak-hak istri kepada 

bapak setelah putusan pengadilan terkait cerai? 
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DAFTAR JANDA DI DESA METENGGENG  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Lampiran 3 
 

DOKUMENTASI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wawancara dengan Ibu Sakinah Wawancara dengan Ibu Warni  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wawancara dengan Tinarsih Wawancara dengan Ibu Fitri  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wawancara dengan Ibu Suci Atiah 

  



 

 

 

 

Lampiran 4  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

Lampiran 5  
  



 

 

 

 

Lampiran 6 

 

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF  
  



 

 

 

 

Lampiran 7 

 

KARTU BIMBINGAN  
  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Lampiran 8 

 

SERTIFIKAT-SERTIFIKAT  



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
 
 
 
 

A.  Identitas Diri   

1. Nama Lengkap : Hutari Trinurcahyani 

2. NIM : 1522302056 

3. Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 11 Agustus 1997 

4. Alamat Rumah :   Desa Somakaton RT. 03 RW. 02 

   Kecamatan Somagede Kabupaten 

   Banyumas, Jawa Tengah 

5. Nama Ayah : Ahmad Sudarso 

6. Nama Ibu : Samini 
 

 

B. Riwayat Pendidikan 
 

1. MI Somakaton (2003 - 2009) 
 

2. SMP Negeri 01 Somagede (2009 - 2012) 
 

3. SMA Negeri 01 Purwareja Klampok (2012 - 2015) 
 

4. S1 IAIN Purwokerto (2015) 
 
 
 
 
 
 

 

Purwokerto, 03 Oktober 2020 
 

 

Penulis,  
 
 
 
 

 

Hutari Trinurcahyani 

NIM. 1522302056 
 
 
 


	COVER_HAK-HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN
	ABSTRAK
	DAFTAR ISI
	BAB I_PENDAHULUAN
	BAB II_HAK-HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN
	BAB III_METODOLOGI PENELITIAN
	BAB IV_ANALISIS HUKUM KELUARGA 
	BAB V_PENUTUP
	DAFTAR PUSTAKA



